SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

Mengingat

:a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas

pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan
good governance dan pelayanan prima kepada

masyarakat;

. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi

berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pedoman
Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur
(SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

: Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
sebagaimana terlampir dalan Keputusan ini yang terdiri
atas :

1. Lampiran I : Pedoman Teknis Tata Laksana Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Lampiran II : Standar Operasional pada Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik;

3. Lampiran III : Standar Operasional pada Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

4. Lampiran IV: Standar Operasional pada Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi; dan

5. Lampiran V : Standar Operasional pada Bagian
Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber

Daya Manusia.

: Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan sebagai
pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum

dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.
SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

GAI KEPULAUAN
y\ Teknis Penyelenggaraan Pemilu
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
LAKSANA STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan
Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud
apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas serta pola kerja
yang efektif, efisien, tepat sasaran dan memiliki daya guna optimal.

Selain penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan juga bertugas menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang, serta tugas-tugas rutin sebagai satuan kerja
pemerintah. Demi mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas
penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas
rutin lainnya, dalam melaksanakan tugasnya agar Pemilihan Umum dan
Pemilihan dapat terselenggara dengan sukses, dengan mengutamakan
prinsip jujur, adil, efektif dan efisien, perlu adanya suatu standar
operasional prosedur yang mengatur bagaimana Penyelenggara Pemilihan
Umum dapat bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi
pemerintahan pada lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan,
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi masing-masing bagian. Mengingat kebutuhan terkait
SOP masing-masing bagian sangat dibutuhkan guna kelancaran tugas

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, maka diperlukan Pedoman Teknis

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


LENOVO
Typewritten text
https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di lingkungan KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara
Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta pelaksanaan tugas-tugas
rutin lainnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai
maksud tersebut, maka Standar Operasional Prosedur ini bertujuan
untuk meminimalisir resiko kesalahan dalam bekerja, tertib administrasi
dan prosedur, serta peningkatan kinerja organisasi di lingkungan KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan.

. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional
Prosedur ini mencakup kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada
masing-masing bagian yaitu Bagian Keuangan, Umum dan Logistik,
Bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi dan Bagian Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten

Banggai Kepulauan.

. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum  Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


LENOVO
Typewritten text
https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

E. PENGERTIAN UMUM

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang
dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilihan.

KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di
Kabupaten/Kota.

Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan
KPU yang berkedudukan di kabupaten/kota yang bertugas membantu
pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara
para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan,
keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas
serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-
besarnya.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah

berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural
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sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja
yang bersangkutan.
9. Surat Dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor
pemerintah maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.
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BAB II
KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. BIDANG TUGAS DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019, Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu meliputi sebagai
berikut :
1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Memiliki tugas wuntuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan:
a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
b. Protokol dan persidangan;
c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan
sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik
Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia
Memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan :

a. Sosialisasi kepemiluan;

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

c. Publikasi dan kehumasan;

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

e. Kerja sama antar lembaga;

f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

h. Pembinaan etika dan evalauasi kinerja sumber daya manusia;

e

Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
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j- Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya
manusia;

k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
1. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
Memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan, memantau, supervisi, serta evaluasi terkait
kebijakan:

a. Menjabarkan program dan anggaran;

=

Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Memiliki tugas wuntuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan :
a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
d. Pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil
perhitungan suara;
e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan
Pemilihan;
f. Pelaporan dana kampanye; dan
g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/
Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
Memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan
kebijakan :
a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
c. Dokumentasi dan publikasi hukum;

d. Pengawasan dan pengendalian internal;
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e. Penyelesaian sengketa proses tahapan Pemilu dan Pemilihan,
Penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non
tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode

Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

B. KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
Wilayah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas 12 (dua
belas) kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Buko
Kecamatan Buko Selatan
Kecamatan Bulagi
Kecamatan Bulagi Selatan

Kecamatan Bulagi Utara

2
3
4
5
6. Kecamatan Liang
7. Kecamatan Peling Tengah
8. Kecamatan Tinangkung
9. Kecamatan Tinangkung Selatan
10. Kecamatan Tinangkung Utara
11. Kecamatan Totikum
12. Kecamatan Totikum Selatan

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun Koordinator
Wilayah (Korwil) dengan susunan terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua
Koordinator Wilayah dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan. Korwil anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan,
dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap Panitia
pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui
PPK yang berada dalam wilayah kerjanya. Korwil anggota KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau
penyelesaian permasalahan yang berada dalam wilayah kerjanya dalam

Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
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C. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEKRETARIS KPU KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

Berdasarkan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

1.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

. Subbagian Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

2
3.
4

Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan

. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakatdan Sumber Daya

Manusia.

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas

sebagai berikut:

1.
2.
3.

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu,;

Memberikan dukungan teknis dan administratif;

Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
dalam menyelenggarakan Pemilu;

Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan
Anggota DPRD;

Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan;

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1.

Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di

lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di
lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretariat KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan;

Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten

Banggai Kepulauan,;
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Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
DPRD;

Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat,
dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Banggai
Kepulauan; dan

Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang sebagai berikut:

1.

Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh KPU;

. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

D. RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

dilaksanakan setiap minggu, dilaksanakan secara luring dengan dihadiri

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan beserta

Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten

Banggai Kepulauan dan 1 (satu) orang staf Pelaksana sebagai Notulis.

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dipersiapkan oleh

Sub Bagian Umum dan Logistik dan dibahas hal-hal sebagai berikut :

1.

Penyampaian laporan kerja Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator

Wilayah anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

. Pembahasan terkait evaluasi kerja dan agenda rutin setiap minggu

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
Penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-
masing bagian;

Pembahasan rencana agenda masing-masing bagian; dan

5. Pembahasan terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan/atau non

Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dianggap penting lainnya.
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E. ALUR DISPOSISI DAN PARAF KOORDINASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan beserta Sekretariat KPU Kabupaten Banggai
Kepulauan perlu dilakukan koordinasi sesuai dengan hierarki struktur
organisasi. Koordinasi sesuai hierarki struktur organisasi diwujudkan
melalui Disposisi dan Paraf Koordinasi dari mulai Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Sekretaris dan jajaran
Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Alur

Disposisi dan paraf Koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut :

KETUA KPU
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

4

ANGGOTA KPU
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

4

SEKRETARIS KPU
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

)

KEPALA SUB BAGIAN
DILINGKUNGAN KPU KAB.
BANGGAI KEPULAUAN

Keterangan: ﬂ : Disposisi

E : Paraf Koordinasi
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Dalam menerima surat masuk dan/atau pelaksanaan tugas,
Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan disposisi kepada
Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
yang sesuai dengan tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti. Masing-
masing Divisi terkait melakukan disposisi kepada Sekretaris yang
kemudian akan diteruskan kepada masing-masing Kepala Sub Bagian
terkait untuk dilakukan pelaksanaan kegiatan. Disposisi digunakan dan
berfungsi untuk mengetahui petunjuk atau Tindakan yang harus
dilakukan oleh struktur organisasi dari atasan kepada bawahan sesuai
struktur hierarki organisasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paraf Koordinasi dilakukan mulai dari struktur hierarki organisasi
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dari mulai Kepala Sub Bagian hingga
Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang kemudian akan
dilegalisasi oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Paraf
Koordinasi bertujuan untuk pelaksanaan koreksi dan revisi secara
bertingkat guna meminimalisir kekeliruan dan kesalahan substansi
dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Paraf
Koordinasi juga dilaksanakan sebagai bentuk persetujuan dan
kesepakatan dari setiap tingkat struktur hierarki organisasi KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengeluarkan dokumen dan/atau

pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
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BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KPU

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Standar Operasional Prosedur di lingkungan KPU Kabupaten

Banggai Kepulauan dilaksanakan oleh masing-masing bagian yaitu Bagian

Hukum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik,

Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. SOP dimaksud adalah sebagai

berikut :

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN KEUANGAN,

UMUM DAN LOGISTIK (LAMPIRAN III)

1. Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Pembayaran Gaji Induk, Susulan, Kekurangan

Gaji dan Uang Kehormatan;

b. Belanja Pegawai : Pencairan Uang Makan;

c. Belanja Pegawai : Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honor

Rutin;

d. Belanja Rutin : Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa, dan

Belanja Barang (UP, UP KKP);

e. Belanja Rutin : Proses Belanja Perjalanan Dinas melalui LS

Bendahara;
f. Belanja Modal;
g. Proses Pengajuan Pembayaran Honor Tim/Pokja
Narasumber dan Uang Transport Kegiatan.
Pengemudi/Sopir Kendaraan Dinas Pimpinan;
Pengemudi/Sopir Kendaraan Dinas Operasional;
Pemeliharaan Kendaraan Kantor;
Penggunaan Inventaris Kantor;

Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor; dan

N o o R LN

Pengelolaan Surat Dinas, terdiri sebagai berikut :
a. Surat Masuk;
b. Surat Keluar Umum;

c. Surat Keluar Khusus.

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM (LAMPIRAN II)

1.

No g R LN

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah
Janji, dan/atau Pakta Integritas;

Penyusunan Keputusan;

Pengunggahan Produk Hukum;

Pengunggahan Konten, Berita, dan Artikel Medsos JDIH;
Penyususunan Kartu Kendali SPIP;

Pelayanan Autentifikasi Partai Politik; dan

Layanan Penggantian Antarwaktu DPRD Kota.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI (LAMPIRAN V)

© ® N o kL

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
Penyusunan Laporan Kinerja;

Aplikasi Monev Bappenas (PP 39);

Aplikasi Monev Kemenkeu (SMART);
Penataan Website;

Penyusunan Perjanjian Kinerja;
Penyusunan Rencana Kerja;

Revisi Anggaran; dan

Penyusunan SAKIP

. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA (LAMPARAN IV)

O ® N kLD

— = e
A W N~ O

Pelayanan Informasi Publik;

Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi;
Pengurusan Administrasi Kepegawaian;

Pengajuan Cuti Pegawai;

Pengelolaan Medsos;

Pengelolaan Website;

Pengelolaan PPID;

Pelayanan Informasi Bagi Disabilitas;

Maklumat Pelayanan Informasi;

. Pengajuan Izin Belajar;

. Pengajuan Kenaikan Pangkat;

. Pengusulan Pensiun;

. Pengusulan Satyalancana; dan

. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala.
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur ini
ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan
Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya, sehingga
dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, efektif,

efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
ARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Nomor SOP 25/0RT.06/7207/2025
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025
Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Memahami Alur Penataan dan Pengelolaan Keuangan Minimal 3 Orang
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 7 Tahun
2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN.

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-11/PB/2011 tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

5. Keputusan KPU Ri No.753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan KPU.

SOP Pengelolaan Keuangan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota.

|Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi Rekapitulasi Data 1. DIPA KPU 2025
Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional. 2. RKAKL
3. Keputusan KPU No.60 Tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

1 lanja Pegawai : Pemt an gaji Induk, Susulan, Kekurangan Gaji dan Uang Kehormatan
SK Berkala &
Perekaman Data sekaligus Membuat SK kenaikan berkala, Naik Pangkat
1 [dan mencetak Perhitungan Daftar [_| SK kenaikan Pangkat, 30 Menitf ADKGPP diinput jika
gaji pada Aplikasi GPP Perubahan Rekening jika ada ada
perubahan
v Daftar Perhitungan Gaji,
Menandatangani =~ Dokumen Dafta 1 Surat Setoran Pajak dan
2 | Gaji yang sudah dicetak I I—'PI I Daftar Perubahan Gaji dan | 15 Menit]
ADK Gaji
(dibuat kedalam Folder ZIP)
Upload ADK Gaji ke KPPN |—" Daftar Perhitungan Gaji, 1 Folder. zp Menunggu
- - . - . Jam Gaj Hasil
3 |Pengujian Gaji melalui Aplikasi I I Surat Setoran Pajak terupload Validasi
ESPM dan Daftar Perubahan Gaji
KPPN
Perekaman SPP dan SPM Gaji Induk
pada Aplikasi Sakti dengan cara
Penarikan data Gaji dari GPP|
Terpusat, Perekaman SPP, Menunggu
Pencetakan SPP, Persetujuan SPP, V_l Sdi\i(ézrtloizr Terupload di Hasil
4 |Pengiriman ADK SPP dengan OTP E—l Pajak dari 1Jam Aplikasi Validasi
PPK, Pencetakan SPM, Aplikasi sakti SAKTI KPPN
Penguploatan Dokumen (SP2D)
pendukung, Persetujuan SPM dan|
Pengiriman ADK SPM dengan OTP|
PPSPM
Perekapan DPP PPNPN Melalui DPP.SPP, dan
Aplikasi Dekstop PPNPN kemudian| SP’M se' ta
di Upload ke Aplikasi Gajikita untuk| v lampi )
X ampirannya 1sd2 Terupload di
5 persetujuan KPPN,setelah I - I yang discan Jam Aplikasi
ada persetujuan  KPPN, di untuk di SAKTI
input/import GPP (Nomor Gaji dan| Upload ke
Bulan Gaji pada Aplikasi Sakti untuk] KPPN
membuat SPP dan SPM
Mencetak Laporan Pertanggung| < Mencatat SP2D Terbentuknya
6 | Jawaban Bendahara Pengeluaran di Otomatis 5 Menit LP]
Aplikasi SAKTI Pengeluaran
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Belanja Pegawai : Pencairan Uang Makan

Perekaman data pada Aplikasi
GPP yang disesuaikan dengan

Rekap Absen pada setiap akhir Rekap Daftar
bulan berjalan yang diserahkan o Rekap Absen 30 Menit Uang Makan
oleh Sub Kepegawaian Perbulan dan Pajak
Rekap Absen
Menandatangani ~ ) Perbulan,
Dokumen Daftar Uang Makan r _’_" I Daftar
yang sudah dicetak kepada para | D— Perhitungan 30 Menit
pegawai Uang Makan,
Rekap Uang
Makan
Perekaman SPP dan SPM pada
Aplikasi  Sakti dengan cara
Perekan."nan SPP, Penc?t.akan SPP, SPP, SPM,
Persetujuan SPP, Pengiriman ADK — Rekap Absen Rekap
SPP dengan OTP PPK, Pencetakan — Perbulan, Perhitungan
SPM, Penguploatan Dokumen Daftar Uang Makan
pendukung, Persetujuan Perhitungan 30 Menit Lampiran ’
SPM/Validasi dan Pengiriman Uang Makan, Rekening
ADK SPM dengan OTP PPSPM Rekap Uang .
Pegawai dan
Makan Setoran Pajak
Upload dokumen SPM beserta LJ larSn];]\i/:‘:::ya Terupload di Menunggu
lampiran, Validasi SPM dan OTP 15 Menit Aplikasi Proses KPPN
PPSPM yang telah SAKTI (SP2D)
discan
Mencetak Laporan Pertanggung Terbentuknya
Jawaban Bendahara Pengeluaran l_l Mencatat SP2D 5 Menit L]
di Aplikasi SAKTI Otomatis
Pengeluaran

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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w

Belanja Pegawai : Pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Honor Rutin

Pengimputan data Tukin
yang disesuaikan dengan
Rekap Absen pada setiap

Aplikasi SAKTI

. Rekap
khir bul leh Sub
akhir u‘an oleh Su — i Rekap' ) Perhitungan
1 [Kepegawaian dan Absensi 30 Menit Tuniangan
Dibuatkan Rekap L Pegawai K'] g
perhitungan dari Aplikasi nena
Tukin dan ditandatangani
oleh Sekretaris KPU
Perekaman SPP dan SPM
pada Aplikasi Sakti
dengan cara : Perekaman Kuitansi
SPP, Pencetakan SPP, uitansl,
Persetujuan Daftar
i SPP dan SPM
SPP, Pengiriman ADK SPP Perhitungan ) an
2 . Tukin, Rekap | 30 Menit beserta
dengan OTP PPK, s .
‘ e I Nominatif lampirannya
Pencetakan SPM, ) .
Tukin dan
Penguploatan  Dokumen
. SPTIM
pendukung, Persetujuan
SPM dan Pengiriman ADK
SPM dengan OTP PPSPM
SPM dan
Upload dokumen SPM . Terupload di Menunggu
‘ >0 lampirannya . o .
3 |beserta lampiran, Validasi ang telah 15 Menit Aplikasi Proses Validasi
SPM dan OTP PPSPM y g SAKTI KPPN (SP2D)
[ J discan
M tak L:
P:r::ia :poran Jawaban Mencatat Terbentuknya
4 sgung waban SP2D 5 Menit LP)
Bendahara Pengeluaran di .
Otomatis Pengeluaran
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'S

Belanja Rutin : Proses Belanja operasional Belanja Jasa dan Belanja Barang (UP, UP KKP)

Proses Transaksi pada Aplikasi
Bendahara dengan membuat
DRPP sesuai dengan Kkuitansi
pembayaran yang dibuat oleh
Bendahara Pengeluaran

SPBY, Kuitansi
dan Nota

5 Menit

DRPP

Membuat  SPP/SPM  sesuai
DRPP dari Bendahara sekaligus
di periksa oleh PPK terkait
Akun-akun yang digunakan
untuk pembayaran sekaligus
menandatangani  persetujuan
Revolving, persetujuan SPP,
Validasi SPP dan ADK OTP
PPK untuk penerbitan SPM

DRPP

30 Menit

Terbit SPP dan SPM
beserta lampiran

Menunggu
Proses
Validasi
KPPN

w

Upload dokumen SPM beserta
lampiran, Validasi SPM dan
OTP PPSPM

SPM dan
lampirannya
] yang telah
discan

Menunggu
Proses KPPN

Terupload di
Aplikasi SAKTI

Mencetak Laporan Pertanggung
Jawaban Bendahara
Pengeluaran di Aplikasi SAKTI

Mencatat SP2D
Otomatis

5 Menit

Terbentuknya LP]J
Pengeluaran
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5 [Belanja Rutin : Proses Belanja Perjal Dinas melalui LS dahara
Preses Administrasi “
Membuat rincian perjalanan { |
. . Telahaan Staf
dinas sesuai Telahaan Sta . .
. X . dari bagian-
dari bagian-bagian yang telah .
. . — — —— bagian yang
1 di acc oleh Sekretaris, ( ) lakuk. 3 Hari
disetujui  oleh  PPK  sertq — J L / n?ea ukan art
. . perjalanan dan
diserahkan di pengelold o
Rincian
keuangan (bendahara) adi
dibuatkan Kuitansi Panjar dan perjadin
Rincian perjadin
Telahaan Staf
yang di Acc
( dari bagian-
bagian yang . Surat Tugas
2 |Pembuatan Surat Tugas, SPD melakukan 30 Menit dan SPD
perjalanan
yang telah di
Acc Sekretaris
Perekaman SPP/SPM Belanjq ( T Surat Tugas,
3 |Perjadin, cetak SPP, Validasi SPD, dan 15 Menit SPP
SPP,ADK OTP PPK Kuitansi
Mencetak SPM, Catat Upload S SN —_— la:);\i/[raiarrya Terupload di M::::fsgu
4 |Validasi SPM dan ADK OTP| ] - yang telah 15 Menit Aplikasi SAKTI KPPN
PPSPM . N
discan (SP2D)
Pembayaran Panjar
Perjalanan dinas oleh|
Bendahara Pengeluaran dan Surat Tugas, Terbentuknya
5 |dibukukan oleh Bendaharg SPD, Kuitansi | 30 Menit LPJ]
sebagai Laporan dan ADK SPM Pengeluaran
Pertanggungjawaban dif
Aplikasi Sakti

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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6 |Belanja Modal
Proses Dokumen Kontrak ( ‘L_-,
. . | =
yang terdiri dari Dokumen — Dok
1 Kontrak  antara lain K otm]]:zn 5 Hari
Penawaran Harga, Surat lon 1.”a an Kerja
Perjanjian, dan Pendukung ampirannya
kontrak lainnya
Pengujian
Dokumen  kontrak oleh
PPSPM  setelah lengkap [ | | : Dokumen Ringkasan
2 barulah dibuatkan [ [ Kontrak dan 30 Kontrak telah
Ringkasan ) . Menit di daftar di
: ampirannya
Kontrak untuk di KPPN
daftrakan ke KPPN
Setelah mendapat KDr?gml?ilnn
persetujuan Kontrak dari lo ,a a
KPPN, pembuatan [ ] ampl::nya SPP/SPM
5 |SPP/SPM. Kontrak sesuai A sek 30 | o
Jangka Waktu Pembayaran l;ni;ssn Menit lampiran
yang telah di tentukan yanog su?:lah P
IF
dalam 4 di daftarkan
ringkasan kontrak/termin di KPPN
kontrak !
J | |sPM Kontrak M
Upload dokumen SPM 1 J d:: ra 30 Terupload di le)x:;l:égsgu
4 |beserta lampiran, Validasi Ringkasan Menit Aplikasi KPPN
SPM dan OTP PPSPM koi ok ent SAKTI (sP2D)
Mencetak Laporan ‘
Pertangeun, Jawaban 1 . Mencatat Terbentuknya
5 88une : SP2D | 5 Menit LP]
Bendahara Pengeluaran di ot i P !
Aplikasi SAKTI omatis engeluaran
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Proses Pengajuan Pembayaran Honor Tim/Pokja dan Narasumber dan Uang Transport Kegiatan

Penyusunan SK Kelompok Kerja,
pembuatan SK Narasumber dan
Tim/panitia sesuai yang tertuang

|

I Proses
dalam RKA/juknis kegiatan .
laks: SH
kemudian dikoreksi dan di paraf pekae i:::;an ar
oleh kasubag, kabag serta di 8
tandatangani oleh Sekretaris KPU
atau Ketua KPU
SK Kelompok Kerja,Narasumber . N
dan panitia kegiatanbeserta data [ }_ N | Laporan
dukungnya untuk di koreksi oleh ’ S rkjg;f tang
PPK terkait Akun dan Nominal angkap .
. yang sudah di .
Pokja yang tertuang dalam tand . 30 Menit
RKA/Juknis,setelah disetujui oleh 01;]“ _angén;
PPK diserahkan ke Bendahara pimpinan
. dan daftar
Pengeluaran untuk di buatkan R
. . penerimaan
kuitansi pembayaran
Laporan
SK dan Laporan Pokja sudah kegiatan
ditandatangani rangkap 3 untuk [ rangkap 3
untuk proses pembuatan J yang sudah di 15 Menit
SPP/SPM dan daftar penerimaan tandangani ent
kelompok Kkerja,narasumber dan oleh pimpinan
transport/uang saku kegiatan dan daftar
penerimaan
|
[
Upload dokumen SPM beserta ) SP],VI dan T load di Menunggu
lampiran, Validasi SPM dan OTP ampl:aln r}:y;_ 30 Menit A ;z_xl;up_o: AK';I Proses Validasi
PPSPM yang tefan di Aplikast KPPN (SP2D)
cap dan scan
Mencetak Laporan Pertanggung | Mencatat Terbentuknya
Jawaban Bendahara Pengeluaran ,__I [— SP2D 5 Menit LP]

di Aplikasi SAKTI

Otomatis

Pengeluaran

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 26/0RT.06/7207/2025
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025
Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENGEMUDIiSOPIR KENDARAAN DINAS PIMPINAN
1.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum|1) Memiliki kemampuan mengendarai mobil. 2) Memiliki SIM A. 3 (tiga) Orang
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang No. 7 Tahun|

2023.
2. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Keputusam Sekjen KPU RI Nomor 652/SDM.01
Kpt/05/SJ/V1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota.

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku agenda

w

Menjemput Pimpinan (Ketua &
Sekretaris) untuk  kemudian ’ Kendaraan . Pimpinan
1 . K 30 Menit o
membawa kekantor sesuai jam N— J Dinas sampai di kantor
masuk kantor
Membersihkan dan memeriksa
kendaraan dinas dengan cara:
1) Membersihkan kendaraan baik
dalam maupun luar
2) Memeriksa kelengkapan
kendaraan seperti STNK, segitiga Kondisi
2 pengaman, kotak P3K, dongkrak AlatKebersihan | Kendaraan
i eni
Pewangl dst . Kendaraan terjaga dengan
3) Memeriksa fungsi kendaraan baik
seperti rem, kopling, gas mesin
lampu, wiper, dst
4) Memeriksa bahan bakar, oli, air
radiator, air wiper, ban dst
Pengemudi Berkoordinasi  dengan
Koordinator apabila terkait|
emeliharaan dan erawatan Usulan Laporan
3 p R P . [ Pemeliharaan 15 Menit Pemeliharaan
kendaraan dinas seperti Kend Kend
Perpanjangan STNK, Servis, endaraan endaraan
penggantian oli dan suku cadang —|
Kasubag menerima Laporan y—lj Laporan Proposal
4 |Pemeliharaan Kendaraan dari Pemeliharaan 15 Menit Pemeliharaan
Koordinator Kendaraan Kendaraan
Pengemudi bersiaga untuk]|
menunggu instruksi dari Pimpinan . Instruksi
5 Ponsel am Kerja
(Ketua & Sekretaris) mengenai ) ) Pimpinan
kegiatan keluar kantor
Mengantarkan Pimpinan (Ketua & Keei Di
Sekretaris) ke tempat kegiatan/dinas . . eglatan nas
6 B . Kegiatan Jam Kerja berjalan Lancar
an mengantarkan Kembali ke
& Sukses
Kantor
Bersiaga untuk menunggu instruks
7 |selanjutnya dari Pimpinan (Ketua & Jam Kerja
Sekretaris)
L
— ! Formulir Laporan Kerja
8 |Mengisi laporan kegiatan harian ] Pelaporan Kerja 15 Menit poran )
‘ Harian Harian

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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:
rosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku agenda

652/SDM.01- Kpt/05/S]J/V1/2021
Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawa
Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Nomor SOP

27/ORT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

tentang Petunjul

Nama SOP PENGEMUDI/SOPIR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan1) Memiliki kemampuan mengendarai mobil. 2) Memiliki SIM A. |3 (tiga) Orang

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang -

undang No. 7 Tahun 2023.
2. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisas

dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusam Sekjen RI Nomor|

Pengemudi Membersihkan dan
memeriksa kendaraan dinas dengan
cara:
1) Membersihkan kendaraan baik
dalam maupun luar
2) Memeriksa kelengkapan
. kendaraan seperti STNK % bAla'th 60 Menit Kondisi Kendaraan
segitiga pengaman, kotak P3K epersihan eni terjaga dengan baik
dongkrak, Pewangi dst Kendaraan
3) Memeriksa fungsi kendaraan
seperti rem, kopling, gas mesin,
lampu, wiper, dst .
4) Memeriksa bahan bakar, oli, air
radiator, air wiper, ban
Pengemudi Berkoordinasi dengan
Koordinator apabila terkai] Usulan Laporan
2 pemeliharaan d.an perawatar. Pemeliharaan 15 Menit Pemeliharaan
kendaraan dinas seperti
) ) Kendaraan Kendaraan
Perpanjangan STNK, Servis,|
penggantian oli dan suku cadang
 —
Kasubag menerima Laporan| Laporan Proposal
3 |Pemeliharaan Kendaraan dari] Pemeliharaan 15 Menit Pemeliharaan
Koordinator Kendaraan Kendaraan
Pengemudi bersiaga untuk ] ]
menunggu instruksi dari B ) Kegiatan
4 |Koordinator  untuk  melakukan Instruksi Jam Kerja Operasional Kantor
Pimpinan terlaksana dengan
pengantaran ]
Pengemudi melaksanakan| - .
pengantaran dalam rangka Ke}glatan
5 |mendukung kegiatan operasiona Rute Jam Kerja Operasional Kantor
kantor Pengantaran terlaksana dengan
E—
Pengemudi melaksanakan Kegi
6 |pengantaran Kembali kantor ?glatan
Rute . Operasional Kantor
Jam Kerja
Pengantaran terlaksana dengan
lancar dan sukses
Pengemudi beristrahat dan
melakukan kegiatan antara lain :
1) Siap siaga (stand by) terkait Alat o
7 tugas selanjutnya Kebersihan Jam Kerja Ko.ndlsl Kendaraa-n
2) Memeriksa kembali kondisi dan Kendaraan terjaga dengan baik
kebersihan kendaraan
3) Melaksanakan perintah atasan
Pengemudi membuat pelaporan Formulir i
g |kerja harian Pelaporan Kerj 15 Menit Laporar.l Kerja
_ p! Jja ent Harian
Koordinator =~ menerima laporan
9 (kerja harian pengemudi yang dapat
diakses juga oleh Kasubag, Kabag dar| .{ i - — [ Laporal:l Kerja 15 Menit Mengetahm kmer].al
Sekretaris - Harian Sopir/Pengemudi
Koordinator berkoordinasi dengan Kegiatan
10 Pengemudi  untuk  menyiapkan Instruksi 15 Menit Operasional Kantor
kendaraan dan tugas pengantaran Pimpinan terlaksana dengan
selanjutnya lancar dan sukses

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Nomor SOP 28/0RT.06/7207 /2025
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025
Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT, RODA
DUA DAN BMN BERUPA
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

INVENTARIS  KANTOR D

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang No. 7
Tahun 2023.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 198/HK.03.1- Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum

1) Memahami mekanisme terkait pemeliharaan Aset Kendaraan dinag
roda dua dan/atau. 2) roda empat dan BMN Inventaris Kantor. 3) Memilik
kemampuan olah data dengan Microsoft Word dan Excel . 4) Mengetahu
prosedur dan mekanisme pembukuan dan tata cara pembayaran ; dan. 5
Memiliki kemampuan olah data BMN dan perbendaharaan.

3 (tiga) orang

KETERIKATAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua Dan 1 Lembar Pengajuan Pemohonan Perawatan;
Bmn Berupa Inventaris Kantor Di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai |2 Buku agenda;
Kepulauan 3 Nota Tagihan Pemeliharaan Inventaris;
4  Aplikasi SAKTI Modul Aset; dan
5 PC Unit/Laptop, Peralatan Komputer berupa Printer dan Scanner serta jaringan
internet.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
dan dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan pekerjaan
di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

berupa file Microsoft Word dan
Excel serta Pdf hasil Scan

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy ) dan naskah asli elektronik (softcopy )

Pengguna/pemegang kendaraan dinas Nota Dinas 1 (satu) jam
1 dan/atau BMN inventaris kantor di lingkungan
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
mengajukan permohonan pemeliharaan @
kendaraan dinas (nota dinas ) dan/atau BMN
inventaris kantor kepada Sekretaris KPU \
Kabupaten Banggai Kepulauan selaku  Kuasa
Pengguna Barang
2] a Menerima Nota Dinas permohonan Pencatatan di
permohonan  pemeliharaan  kendaraan buku agenda Semua
. ;l/[mas dan(atau BMN mv?ntarl.s.kantor, []—_ Buku Agenda 30 (tiga Puluh) khusus pengaju
enyampaikan lembar disposisi kepada menit perawatan an
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik kendaraan harus
(KUL); dinas berdasa
3 |a. Kasubbag KUL menerima dan menganalisis rkan
disposisi dari Sekretaris Sekretaris KPU nota
Kabupaten Banggai Kepulauan dinasyg
. Lembar Disposisi 1 (satu) jam ditujuka
b. Kasubbag KUL berkoordinasi dan n ke
menyampaikan lembar disposisi kepada Sekretar
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) is dan
perihal pemeliharaan kendaraan dinas semua
dan/atau BMN inventaris kantor pengelu
4 |a Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) aran
menerima  disposisi dan  melakukan memper
pengecekan perihal jenis/sebab timba
pemeliharaan  harus  dilakukan  dan Aplikasi Simonika, 1 (satu) jam ngkan
perkiraan besaran biaya yang dikeluarkan LPPA anggara
kemudian menyandingkan dengan n yang
anggaran tersedia
yang tersedia
b Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat
menerima atau menolak permohonan
disesuaikan dengan alasan pemeliharaan
dan ketersediaan anggaran
5 a. . .
Persetujuan pencairan anggaran
pemeliharaan oleh Pejabat Pembua
Komitmen (PPK) berdasarkan analisa yang
telah dilakukan @
. . . Nota Tagihan 1 (satu) jam
b Pencairan dilakukan setelah Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) atau bendahara
menerima Nota Tagihan pemeliharaan
kendaraan dinas dan/atau BMN inventaris
kantor

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Nomor SOP 29/0RT.06/7207/2025
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025
Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

Permohonan Penggunaan/Pinjam Pakai BMN Inventaris
Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum|
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7|

Tahun 2023.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang — undang Nomor 28 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Pperaturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum

1) Memiliki kemampuan teknis dalam pengolahan data dengan menggunakd
IMicrosoft Word dan Excel.
mengoperasikan Aplikasi SAKTI Modul Aset. 3) Memahami peraturan yang
menjadi dasar hukum pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN); dan|
4) Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat.

3 (tiga) orang

2 ) Memahami dan memiliki kualifikasi dalam|

KETERIKATAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Permohonan Penggunaan (Pinjam Pakai) Bmn
Inventaris Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

G A WIN =

Lembar Pengajuan Pemohonan Pinjam Barang dan Buku Bon Pinjam;
Buku agenda;
Aplikasi SAKTI Modul Aset;

Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Inventais/BMN; dan
PC Unit/Laptop, printer dan scanner serta jaringan internet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
permohonan penggunaan inventaris kantor berupa BMN tidak
dapat dilaksanakan dengan maksimal, dan dapat menghambat
terlaksananya proses adminitrasi penggunaan inventaris kantor
berupa BMN dengan rapi.

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy ) dan naskah asli elektronik
berupa Microsoft Word dan Excel serta Pdf hasil scan

(softcopy ) file

Pihak peminjam (pemakai)
BMN inventaris kantor
menyampaikan Permohonan
Penggunaan/Pinjam  Pakai
Barang Inventaris Kantor
kepada Sekretaris KPU Kab.
Banggai Kepulauan selaku
Kuasa Pengguna Barang

a. Pihak eksternal menyampaikan
permohonan melalui surat
permohonan yang

b Pihak internal KPU Kab. Banggai
Kepulauan menyampaikan
permohonan dengan

1. Pemohonan

30 (tiga
puluh)
menit

ditulis di Buku
Bon Pinjam
Barang
(Internal)

pengguna
inventaris bisa
dari eksternal
atau internal
2. Surat KPU
Permohonan
kepada
Sekretaris KPU
Kabupaten
Boyolali
(Eksternal)

2 a .Menerima permohonan
Permohonan Penggunaan Barang
Inventaris Kantor;

b Menyampaikan lembar disposisi
kepada Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik (KUL) ;

1. Buku
2. Lembar

30 (tiga
puluh)
menit

3 a. Kasubbag KUL menerima dan
menganalisis disposisi dari
Sekretaris Sekretaris KPU
Kabupaten Boyolali

b. Menyampaikan disposisi secara
berjenjang kepada Pengelola
Barang/Operator perihal
Permohonan Penggunaan Barang
Inventaris Kantor

L

Lembar
Disposisi

30 (tiga
puluh)
menit

4 a. Pengelola Barang/Operator
menerima disposisi dan
melakukan pengecekan perihal
jenis inventaris kantor di dalam
aplikasi Simak BMN;

b Pengelola Barang/Operator
melakukan proses cek fisik
terhadap barang  inventaris
kantor guna menyesuaikan
dengan Aplikasi Simak BMN.

]

Print out
daftar
Inventaris
dari
Aplikasi
Simak
BMN

Aplikasi
Simak BMN

30 (tiga
puluh)
menit

5 Pengelola Barang/Operator
menyusun Berita Acara Serah
Terima (BAST) yang selanjutnya
akan ditandatangani oleh
Sekretaris KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan (Pihak
Pertama) dan Pihak Pemohon

Print out
BAST

Komputer
dan printer

30 (tiga
puluh)
menit

6 Pihak pertama dan pihak kedua
melakukan pengecekan barang
yang akan dipinjam, untuk
memastikan kondisinya baik dan
tidak ada kerusakan

Cek kondisi 15
fisik (lima

belas)

menit

7 Penandatanganan BAST dan
penyerahan barang inventaris kantor

- <>__

antara Pihak Pertama dan Pihak
Kedua

File asli hasil
scan

Komputer
dan scanner

30 (tiga
puluh)
menit

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP

30/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum|
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7|
Tahun 2023.

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan tatd
Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU|
Kabupaten/Kota. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU|
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota PKPU No. 14 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariaf
Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Keputusam Sekjen KPU RI Nomor 652/SDM.01- Kpt/05/S]J/VI/2021
tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non|
Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU|
Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

Nama SOP

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR

4 (empat) Orang

SOP Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor Peralatan kebersihan
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Buku agenda

Mengatur Pembagian Wilayah Kerja
| Nota Dinas & 30 Meni Draft Zonasi
L Fﬁ Ballpoint enit Pekerjaan
Kasubag. Umum & Logistik member /'L Draft Surat
. . . - . . Surat Tugas
2 |persetujuan  terhadap  Pembagian . ’ Tugas Zonasi | 10 Menit . R
} . S . Zonasi Pekerjaan
Wilayah Kerja Pekerjaan
Kasubag Umum & Logistik
Menetapkan Waktu Pelaporan
Pekerjaan meliputi :
1) Pagi:
07.00 - 09.00 wita _m Nota Dinas
2) Siang : ) R B R Nota Dinas & | Penetapan Waktu
3 11.00 - 13.00 wita . Jam Kerja
Ballpoint Pelaporan
3) Sore: Pekerjaan
15.00 - 16.00 wita )
dan melaporkan ke Kabag.
Keuangan, Umum & Logistik serta
Sekretaris —
4 |Petugas melakukan presensi masuk & | || .
1 bekeri ) . . Laporan Presensi
pulang bekerja Fingerprint 5 Menit Kehadiran
Petugas  melaksanakan  Pekerjaan
sesuai pembagian wilayah yang
meliputi :
1) Menyapu dan Mengepel semud
ruangan
2) Membersihkan Toilet dan
menjaga kebersihan toilet I:j
Terjaganya
3) Membersihkan dan membuang Alat ) o g. 4
5 . . : Jam Kerja Kebersihan
sampah/kotoran pada meja Kerj3 Kebersihan Kantor
pegawai dengan lap dan cairar
pembersih mebeulair
4 Membersihkan halaman kantor
5) Mengelap kaca & langit - langit
ruangan secara berkala
6 |Petugas melakukan pelaporan sesuai
waktu yang ditetapkan T
Petugas Dberistrahat dan melakukan
kegiatan antara lain:
1) Siap siaga (stand by) di wilayah
kerja masing - masing atau d .
ruangan pramubakti Ter]agafnya
7 |2) Mengawasi kebersihan Ala‘t Jam Kerja K.eberSIhan
lingkungan kantor selama jam kerjg Kebersihan Lingkungan
3) Melaksanakan perintah atasan Kantor
Koordinator Melakukan Pemeriksaal Teriasan
Laporan Pekerjaan sesuai Waktu yang . € ]aga.l va
ditetapkan yang dapat diakses langsung Laporan Kerja 5 Menit Kebersihan
juga oleh Kasubag, Kabag & Sekretarig 1 }_‘ By [ I Harian Linkungan
Kantor
8
Koordinator melakukan Terjaganya
patroli/pengawasan kebersihan| Laporan Kerja . Kebersihan
9 . . 5 Menit )
berkala dengan menyesuaikan wakty li' Harian Lingkungan
pelaporan petugas ntor

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

ttd.

Nurul Huda

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


LENOVO
Typewritten text
ttd.

LENOVO
Typewritten text
https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


1. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan tatq
Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota PKPU No. 14 Tahun 202Q
tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU
RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atag
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum|
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Nomor SOP

31/ORT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

SOP Pengelolaan Surat Dinas

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Komputer, Printer, Scanner, Stempel, Buku Agenda, Lembar Disposisi dan Lemari Arsip

Buku agenda

PENGELOLAAN SURAT DINAS

1) Memiliki kemampuan administrasi dan pengarsipan dokumen .2) Memahami
ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata Naskah Dinas.

Minimal 2 (dua) Orang

A |Surat Masuk
Menerima dan mencatat sura ‘ Surat Masuk, Surat sia
1 |sekaligus melengkapi dengan lembay - J buku agenda, | 15 Menit dis osisip
disposisi lembar disposisi P
Menerima surat dan kemudian — Surat Masuk Surat diteruskan
2 |meneruskan ke Ketua/ dan lembar 10 Menit ke Ketua/
Sekretaris (Sesuai Tujuan Surat) disposisi Sekretaris
Surat Masuk Isi disposisi dan
3 |Mencatat isi dan tujuan disposisi dan lembar 15 Menit ter d?stribusi
disposisi
Surat Masuk, .
Mencatat dipapan agenda (surat 1 lembar di isi Isi Surat tercatat
. pap. . g embar disposisi| |y untuk media
undangan/Pemberitahuan acara) dan papan inf .
informasi
agenda
Mengembalikan  Surat yang telal Surat
disposisi Ketua/Sek dan .
o S . Surat Masuk, . terdistribusi
5 |mendistribusikan sesuai isi disposis R > | 10 Menit .

- . lembar disposisi sesuai tujuan
serta mengisi buku tanda terima disposisi
tujuan disposisi P

. o Rekapitulasi
6 Mencat.at hasil distibusi ‘ surat Buku agenda 5 Menit ekapitulasi
melalui buku agenda elektronik surat masuk
B. [Surat Keluar Umum
Surat Masuk &
Menyusun naskah surat dinas sesuai
1. . yusy - | . ! . ual ‘ J Lembar 15 Menit | Draf Surat Dinas
isi surat dan isi lembar disposisi R . .
disposisi
Memeriksa isi surat dan melakukan Draft Surat . i
2 | paraf koordinasi ‘ H "{ ‘ Dinas 10 Menit Surat Dinas
Memeriksa isi surat dan melakukan Surat Di i
3 | —-| Surat Dinas 15 Menit ura? 1'n as Sl,ap
tandatangan | diregistrasi
Menerima surat untuk distribusika : :
) ) . .| Surat Dinas siap
4 |ke Kasubag untuk dilakukan registras| Surat Dinas 10 Menit diregistrasi
surat keluar 8
5 Menerlma §urat yang telah Surat Dinas 10 menit Surz%t Dl'nas 51'ap
ditandatangani Ketua/Sek diregistrasi
6 |Melakukan registrasi surat keluar Surat Dinas, 5 Menit Rekapitulasi

buku agenda

surat keluar

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Surat Keluar Khusus

Menyusun naskah surat dinas sesuai Surat Masuk &
- Y - . - Lembar 15 Menit |Draft Surat Dinas
isi surat dan isi lembar disposisi - disposisi
Memeriksa isi surat dan melakukan v Draft Surat
paraf koordinasi (seluruh H ‘ r; ura 1 Hari Surat Dinas
komisioner utk surat Ketua) nas
Memeriksa isi surat dan melakukan i i
1 Surat Dinas 15 Menit Sura.t Dl.nas s.lap

tandatangan | diregistrasi
Menerima surat untuk distribusika Surat Di i
ke Kasubag untuk dilakukan registras: Surat Dinas 10 Menit m; 1.r1 :rs Sl_ap
surat keluar |.L iregistrast
Menerima surat yang telah ﬂ Surat Dinas 10 Menit Surat Dinas siap
ditandatangani Ketua/Sek diregistrasi

. . Dinas, Rekapitulasi
Melakukan registrasi surat keluar Surat Dinas 5 Menit ekapitulasi

)

buku agenda

surat keluar

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Standar Operasional Prosedur ini dilaksanakan oleh Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.
SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
LARIAL OMISI PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Nomor SOP

32/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE
PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS

Dasar Hukum

Kualifikasi P

1.Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah|
diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja|
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemiliha
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi da
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariaf
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komis

1) Memahami ketentuan KPU tentang penanganan lapora
dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah janji, dan/ata

pakta integritas. 2) Memahami
sesuai dengan PKPU Tata Naskah Dinas.

ketentuan Tata Naskah

Minimal 2 Orang

Keterkaitan

SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, Dan/Atau
Pakta Integritas

Komputer, Printer, Scanner, Stempel, Lemari Arsip

Peri an

Pencatatan dan Pend

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Buku Laporan Masuk
2. Buku Registerasi Laporan

Pelal Mutu Baku
No UralanjEroseduy Pelapor e Sekretaris Ka. Sub Bag Pelaksana Persyaratan Waktu Output Keterangan
Anggota Huku
m
Pel buat 1 d
elapor membua al?oran ugaar| Format laporan
pelanggaran kode perilaku, Sumpa Laporan,
Janji dan/atau  Pakta  Integritag Fotokopi KTP menggunakan
1l i . . P - Model PP-2 | format Model PP-2
dikirimkan melalui surat, email atay dan Kontak sesuai ketentuan
menu whistleblowing system lamarn — Person PKPU
sulteng.kpu.go.id } ‘
Staf pelaksana bagian penerimaan sura ‘ Dokumen laporan
menerima laporan dan meneruskan P bersifat rahasia.
Laporan kepada Tim Penerima Lapora . encatatan Bagian penerimaan
2 ) 10 Menit | dalam Surat :
dugaan pelanggaran kode perilaku Masuk surat dilarang
sumpah janji, dan/atau pakta integritas asu membuka segel
‘ ‘ laporan
Tim  Penerima  Laporan  dugaar
pelanggaran kode perilaku, sumpah Pencatatan dalam
janji, dan/atau  pakta integritag Pencatatan buku laporan
3 |melakukan pencatatan dalam Bukuy 5 Menit dalam buku | dibedakan dengan
Laporan Dugaan Pelanggaran Kodg laporan pencatatan
Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Paktq | registerasi laporan
Integritas
Verifikasi Awal
Melakukan verifikasi awal ]izllelnalila ;/\r/la
kelengkapan dokumen laporan dugaan gxap
- . dokumen laporan
pelanggaran kode perilaku, sumpah Hasil L .
- R . ) U meliputi kesesuaian
4 |janji, dan/atau pakta integritas sesua 1 Hari Verifikasi
laporan dengan
dengan ketentuan penanganan Awal Laporan
X Model PP-2 dan
pelanggaran kode perilaku, sumpah | | dokumen
janji, dan/atau pakta integritas KPU pendukung
Jika laporan tidak sesuai dengan
ketentuan KPU, Staf Pelaksang
melakukan koordinasi dengan pelapor Perbaikan Laporan disesuaikan
5 |terkait dengan perbaikan laporan 1 Hari Laporan dengan Model
dugaan pelanggaran kode perilaku P PP-2
sumpah janji, dan/atau pakta integritas
Staf Pelaksana melakukan Registeras
terhadap laporan dugaan pelanggara Laporanyang| Nomor Registerasi
6 |kode perilaku, sumpah janji, dan/atay 10 Menit telah dicatat dalam buku
pakta integritas jika lolos verifikas diregisterasi | registerasilaporan
awal kelengkapan dokumen laporan
Laporan P ik
Laporan dugaan pelanggaran kodd dugaan emerisaan
. o laporan dugaan
perilaku, sumpah janji, dan/atau paktq pelanggaran
. . S . pelanggaran kode
integritas yang telah diregisteras kode perilaku, ilak h
diserahkan kepada Ketua dan Anggota .| sumpah janji, p.erlhz? U, sumpa
7 . . 10 Menit janji, dan/atau
untuk dilakukan proses pemeriksaar dan/atau Kta integrit
dugaan pelanggaran kode perilaku, pakta pla a integri as'
- . . . A dilakukan sesuai
sumpah janji, dan/atau pakta integritas integritas
yang telah dengan ketentuan
diregisterasi KpPU

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP

33/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENYUSUNAN KEPUTUSAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

Pemilihan

Pemilihan Umum Provinsi,

1.Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.
2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tatg
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KomisjNaskah Dinas.
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor §
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas)
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Umum, Sekretariat Komisi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas PKPU 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Komisj
dan

1) Memiliki kemampuan administrasi dan
pengarsipan dokumen produk hukum. 2) Memahami
ketentuan Tata Naskah sesuai dengan PKPU Tata

Minimal 2 Orang

Keterkaitan

Peralatan/Per}

SOP Penyusunan Keputusan

Komputer, Printer, S canner, Stempel, Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Pengunggahan dalam JDIH
2. Digitalisasi dalam bentuk softfile
3. Pengarsipan lemari arsip

dokumen dan data pendukung

Pelal Mutu Baku
A Masing-
No UraianjBrosccay masing Wetatter ik Sekretaris Ka. Sub Bag Pelaksana Persyaratan Waktu Output Keterangan
. Anggota
bagian
Masing-masing bagian . Bahan Konsep | Dokumen data dukung
mengusulkan dan mengajukan Dokumen
1 |k Keput d | I Penduk Keputusan konsep keputusan
onsep Xeputusan dengan ' | endukung ) beserta data | berisikan isidan tujuan
menyertakan dokumen Keputusan
pendukung penyusunan keputusan
pendukung
v Pembuatan draft
keputusan disesuaikan
Staf pelaksana menyusun draft | I dengan ketentuan tata
2 |keputusan berdasarkan 1 hari Draft Keputusan 8

naskah dinas KPU.
Draft keputusan dibuat
minimal 3 rangkap

Kepala Subbagian,
Sekretaris, Ketua dan

Bahan revisi

Perbaikan meliputi tata

3 [Anggota melakukan koreksi 1 hari draft keputusan naskah dinas dan isi
terhadap draft keputusan P draft keputusan
Staf Pelaksana melakukan

., | Draft Keputusan
4 |perbaikan draft keputusan E 30 menit X p .
. X hasil koreksi
berdasarkan hasil koreksi
v Draft Keputusan|
. Penomoran keputusan
Staf Pelaksana meminta nomor yang bernomor . )
K . disesuaikan dengan
5 |keputusan kepada bagian Tata| 5 menit dan tercatat oS
ketentuan Klasifikasi
Usaha dalam buku )
nomor arsip KPU
Kepala Sub Bagian yang
mengusulkan Keputusan, I
anTelan < |+ |

6 Kepala Sub Baglan_ Teknis 1 | 15 menit Draft Keputusan
Penyelenggara Pemilu dan terparaf
Hukum, dan Sekretaris
memberikan paraf terhadap
draft Keputusan
Ketua dan Anggota v o
memberikan paraf koordinas Paraf koordinasi
terhadap draft keputusan da . Keputusan dibubuhkan dalam

7 - 15 menit
Ketua menandatangani / tertandatangan kolom cap paraf
Keputusan koordinasi

Pembuatan draft
v salinan keputusan
id
Staf Pelaksana menyusun draft . Draft salinan sesual dengan
8 li Kkeput 5 menit Keput ketentuan tata naskah
salinan keputusan eputusan dinas KPU. Salinan
dibuat minimal 3
rangkap.
Kepala Bagian Hukum dan Salinan
9 |SDM memberikan tanda | I 5 menit Keputusan
tangan Salinan Keputusan tertandatangan
Pengarsipan dalam
v lemari arsip dan digital
Staf Pelaksana melakukan o Pengarsipan dilakukan oleh

10 | pengarsipan Keputusan dan > Q 5 menit dalam lemari | Subbagian Hukum dan

Salinan Keputusan arsip dan digital Bagian yang
mengusulkan
keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP

34/0ORT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tatg
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemiliha
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerjq
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekretariatJendera
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umu
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Komis
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan|
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;

1) Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU. 2) Memahami alur
pengunggahan salinan Keputusan KPU. 3) Memahami alur pendokumentasian
salinan Keputusan KPU.

Minimal 2 orang

KETERIKATAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengunggahan Produk Hukum

Buku Agenda;

Flashdisk dan

Stempel Salinan;

1

2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3 Jaringan Internet;
4
5

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
penggunggahan Keputusan akan terhambat dan masyarakat
tidak dapat mengakses informasi atau produk hukum.

1. Pengunggahan dalam JDIH

2. Digitalisasi dalam bentuk softfile
3. Pengarsipan lemari arsip

Pelaksana Mutu Buku

NO Kegiatan s;":ngiillfln Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output Keterangan

Menyampaikan Nota Dinas Nota dinas, 30 (tiga

permohonan untuk penerbitan Flashdisk/media puluh) menit
1. salinan Produk Hukum KPU ke penyampaian,

website JDIH berupa Naskah Asli softcopy

(Hardcopy) yang telah

ditandatangani oleh Ketua KPU

atau Sekretaris KPU;

Menerima Nota Dinas Nota Dinas, 30 (tiga lembar disposisi,

permohonan pengunggahan Salinan Keputusan puluh) menit Salinan Keputusan
2. salinan produk hukum KPU ke KPU atau KPU atau Sekretaris

website JDIH dan melaksanakan Sekretaris KPU KPU

otentifikasi naskah salinan produk

hukum apabila dokumen berupa

Keputusan KPU serta Persetujuan

pengunggahan produk hukum | I

untuk dokumen selain yang

dokumen berupa Keputusan KPU

Menerima  naskah  dokumen Perangkat 30 (tiga scan produk hukum

hukum sebanyak 2 (dua) rangkap Komputer; puluh) menit dalam format pdf
3. dan melakukan pindai produk Ej Scanner;

hukum

a. Menyimpan Naskah Asli Odner, Jaringan 30 (tiga Naskah salinan

(Hardcopy) ' dokumen h}lkum (D Internet. puluh) menit KPU/léilP;l:;l;;?ir; KPU
" yang telah di Tanda Tangani oleh

Ketua KPU atau Sekretaris KPU

dan Naskah Salinan Keputusan

KPU yang telah di bubuhi stempel

SALINAN tanpa Cap dinas.

b. Mengunggah produk hukum

ke website JDIH

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Nomor SOP

35/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENGUNGGAHAN KONTEN BERITA, DAN ARTIKEL MEDSOS JDIH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubal
dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

N

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisj
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum|
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tatg

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komis]
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisj
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariaf]
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Komisj
Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisj
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotd
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor §
Tahun 2021;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang|

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

6.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04-Kpt/08/2022 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum|
Kabupaten/Kota.

1) Mampu mengoperasikan komputer. 2) Memahami teknologi informasi 3)

mampu mengelola media sosial.

Minimal 2 orang

KETERIKATAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengunggahan Konten Berita, Dan Artikel Medsos
Jdih

1 Perangkat Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet;
3 Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
pengunggahan konten, artikel dan berita di akun media sosial
resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali akan terhambat.

Buku Rekapitulasi Kegiatan Pengunggahan Konten, Artikel dan Berita tentang Kegiatan atau Produk

Hukum di Sub Bagian Hukum.

DIVISIHUKUM
DAN
PENGAWASAN

NO KEGIATAN

SEKRETARIS

KASUB STAF

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Divisi Hukum dan Pengawasan
memberikan arahan kepada
L Sekretaris untuk merencanakan
kegiatan penggunggahan konten,
artikel atau berita tentang kegiatan
yang berkaitan dengan hukum pada
akun media sosial resmi JDIH
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

Kepulauan.

Disposisi

30 menit

Sekretaris memerintahkan kepada
Kepala Sub Bagian Teknis dan
2. Hukum untuk menyusun konsep
konten, artikel atau berita tentang
kegiatan yang berkaitan dengan
hukum pada akun media sosial
resmi JDIH Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Disposisi

30 menit

Kepala Sub Bagian Teknis dan
Hukum memerintahkan staf sub
3 bagian untuk membuat rancangan
konten melalui aplikasi desain
atau mengetik naskah artikel
dan/atau  berita yang telah
dikonsep oleh Kasubbag Teknis
dan Hukum.

disposisi, perangkat

komputer, jaringan

internet, alat tulis
kantor.

60 menit

Staf Sub Bagian Hukum
menyiapkan, mengumpulkan
bahan serta menyusun
4. design/konten/meme atau
berita/artikel yang
diperintahkan oleh Kasubbag
Teknis dan Hukum.

rancangan desain konten
atau naskah artikel atau
berita

60 menit

Sekretaris KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan
memeriksa dan menyetujui
desain konten atau naskah
artikel dan/atau berita untuk
selanjutnya di lakukan proses
kegiatan pengunggahan pada
akun media sosial resmi JDIH
Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten Banggai
Kepulauan.

desain konten atau
naskah artikel atau
berita

30 menit

Staf Sub Bagian Teknis dan
Hukum melakukan kegiatan

6. unggah konten, artikel atau berita
pada akun media sosial resmi
JDIH Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Kepulauan.

konten, artikel atau
berita, jaringan internet

15 menit

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP

36/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENYUSUNAN KARTU KENDALI SPIP

Dasar AuRumnm

RUAITITKAasT relaksana

Jumiah Pelaksama

1.undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang

aan Sistem Pengendalian

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komis

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum|

Penyelenggar:

Kabupaten/Kota;

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETERIKATAN

Keputusan Komisi
443 /Kpts/KPU/TAHUN2014

4.tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Intern

Pemerintah di

Pemilihan Umum Nomor

1) Mampu mengoperasikan komputer. 2) Menguasai MS. Excel. 3) Mampu
berkoordinasi dengan tim.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Minimal 2 orang

SOP Penyusunan Kartu Kendali Spip

PERINGATAN

Jaringan Internet;
Alat Tulis Kantor.

1 Kartu Kendali;

2 Perangkat Komputer;
3 Printer;

4  Scanner;

5

6

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses

Melaksanakan Pengarsipan baik secara hardcopi dan digital.

penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali SPIP akan terhambat.

Pelaksana Mutu Buku
NO Kegiatan Pengarah Perj]z;r‘:gaggng Ketua Sekretaris Anggota Kelengkapan Waktu Output
Pengarah memerintahkan kepada Disposisi 30 menit Instruksi
Penganggungjawab untuk
menyusun rencana kerja
Dalam rangka penyusunan,
pelaporan dan evaluasi Kkartu Instruksi
kendali SPIP 30 menit
Disposisi
Penanggungjawab SPIP
memerintahkan kepada Ketua
Satgas SPIP untuk menyusun dan
membuat Laporan Kartu Kendali —
SPIP. LI
Ketua Satgas SPIP berkoordinasi nota d'flas' kartu kendali, 60 menit Nota dinas
dengan Tim Kerja/Sekretariat checklist
L yang bertanggung jawab atas
dokumen/data dukung masing-
masing bagian dalam rangka | I.
pengisian kartu kendali
penyiapan dokumen pendukung
yang memadai.
Tim Kerja/Sekretariat menyerahkan Kepegawaian, Laporan Draft Kartu
Kartu Kendali dan dokumen/data Keuangan, Pengadaan Barang 3 Hari Kendalidan
dukung untuk dan Jasa, Asetdan Persediaan, Dokumen/data
2. diperiksa dan dikompilasi SAKIP, Rekap Perjadin, dukung dalam
Kepada Ketua Satgas SPIP. I__I Kelengkapan HIBAH (bila bentuk digital
ada), Matriks Pemeriksaan serta cheklist
LHP oleh BPK/APIP.
Ketua Satgas SPIP menyerahkan Draft Kartu Kendali dan 1 hari Draft Kartu
naskah Kartu Kendali dan Dokumen/data dukung. Kendali dan
Dokumen/data dukung Dokumen/data
Penanggung jawab untuk di / dukung dalam
koreksi, di periksa dan di paraf \> bentuk hardcopy
untuk selanjutnya diusulkan dan digital serta
kepada pengarah untuk dilakukan cheklist
rapat pleno.
Pengarah melakukan Draft Kartu Kendali dan 120 menit KartuKendali dan
pembahasan Kartu Kendali dan Dokumen/data dukung. Dokumen/data
3. dokumen/data dukungnya Q dukung dalam
bersama dengan satgas SPIP dan bentuk hardcopy
Tim Kerja/Sekretariat dalam rapat dan digital
pleno untuk diperiksa dan di
tandatangani.
Ketua Satgas SPIP Surat Pengantar dan Kartu 30 menit Surat Pengantar
7 memerintahkan anggota nya : Kendali beserta dokumen dan Ka‘?tu
untuk mengetik surat dan data dukung, Jaringan Kendali dan
Internet. Dokumen/data
p.enga.ntar, mela.kukan dukung dalam
pindai Kartu Kendali SPIP, bentuk hardcopy
mengirimkan Kartu Kendali dan digital
beserta dokumen/data
dukung serta mengarsipkan
kartu kendali beserta
dokumen/data dukungnya
pada odner/file yang telah
tersedia.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 37/0RT.06/7207/2025

BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PELAYANAN AUTENTIFIKASI PARTAI POLITIK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi|1l) Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan |Minimal 2 Orang
Publik. informasi. 2) Mampu menangani pemohon dengan aktif.
2. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi3) Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.
dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015
tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkup Komisi Pemilihan Umum.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Autentifikasi

Partai Politik

komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, email, printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan
2. Laporan (Harian dan Bulanan)

. Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
Ka. Sub Bag Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Surat Untuk pemohon .
. . . . P h melalui surat, email,
1 Kepala Suthaglan rr{??(erl.ma disposisi ( } sm_l(; ona‘n 15 menit Disposisi telp dan fax, Surat
surat permohonan auntifikasi .a.rl artai Permohonan dicetak
Politik yang sah oleh Pelaksana
\4
Staf Pelaksana menyiapkan draft surat Disposisi/ . Draft Surat
2 P —' I 120 menit Keterangan
keterangan autentifikasi Arahan e
A Autentifikasi
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa
melakukan pemeriksaan surat keterangar] Belum Disposisi/ X Catatan Hasil
3 . ) 20 Menit .
dan kesesuaian Perolehan Suara dan Kurs] g,gan Sesuai Arahan Koreksi
Partai Politik Sesuai
Draft Surat
S Surat
Mencetak Surat Keterangan Autenfikasi » Keterangan .
4 Partai Politik - ang sudah 10 Menit Keterangan
yang . Autentifikasi
sesuai
Surat
Surat Keterangan
5 Kepala Sub Bagian Melakukan Paraf | |< Keterangan 5 Menit Aut t'f'i .
Surat Keterangan Autentifikasi — | yang sudah ent utentuliast
) yang telah di
sesuai
paraf
Surat Kerangan
Surat P
. Autentifikasi
Staf Pelaksanaan meminta nomor surat Keterangan ane telah
6 |paraf Sekretaris dan Tanda Tangan Ketud ;Il I Autentifikasi 60 Menit y g .
KPU Kot ane telah di ditandatangi
o Y garaf Ketua KPU
P Provinsi
Surat
Ket
Menghubungi dan Menyampaikan Suraf v € ;erlarlllgan
7 |Keterangan kepada Partai Politik Pemohon i cla i 60 Menit Tanda Terima
. ditandatangani
Keterangan Informasi
Ketua KPU
Provinsi

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

Nomor SOP

38/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP LAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi|1l) Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan|Minimal 2 Orang
Publik. informasi. 2) Mampu menangani pemohon dengan aktif. 3)
2. PKPU No. 6 Tahun 2017, Jo PKPU 6 Tahun 2019 tentang |Mengetahui informasi  kepemiluan dan pengetahuan|
Penggantian Antarwaktu. tentang Penggantian Antarwaktu.
3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan|
tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Layanan Penggantian Antarwaktu

Ruang Rapat Pleno, komputer, meja, kursi, dokumen hasil Pemilu Legislatif, telp, printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan

2. Laporan (Harian dan Bulanan)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
KPU Kab. Sekretaris | Ka. Sub Bag |Pelaksana Persyaratan ‘Waktu Output
Surat Permint:
KPU Kota Menerima Surat] ura y‘:;zm aan
Permintaan Calon Pengganti . . . . .
1 ditandat: 10 t D
Antarwaktu (PAW) dari DPRD Kota ,l an. atangant ment 1SpOsIst
Pimpinan DPRD
Kota
Sekretaris Menerima Disposisi Surat Surat
2 (Permintaan Calon Pengganti |>7 Permintaan 15 menit Disposisi/Arahan
Antarwaktu dari DPRD Kota
Kepala Sub Bagian Mela.kuka_, Disposisi dan
Pencermatan  Surat Permintaan Surat . .
3 . X 15 menit Catatan Hasil
Calon PAW dan Menyiapkan daftar Permintaan .
Pemeriksaan
dokumen pendukung
Staf Pelaksana menyiapkan surat
Und Pl KPU  Provi
naangan eno -rovms Disposisi/ . Surat Undangan
4 |dalam rangka pemeriksaan 30 Menit
Arahan Pelno
pemenuhan  persyaratan  Calon
PAW
Data DCT, SK KPU
. tentang
5 SDtali PelaksaPnad kMenylapa(li(a Disposisi/ 120 Meni Rekapitulasi
© um:n | endukung . an Arahan enit Peroleh Kursi dan
Kebutuhan Pleno KPU Provinsi Calon Terpilih,
Peraturan Terkait
Dalam hal terdapat informasi
tertulis dari masyarakat
Paling mengenai Calon .Anggota
Lambat 1 DPRD Kota yang dinyatakan
Pleno KPU Kota dalam rangka . tidak memenubhi syarat
. e (satu) hari . . . R
pemeriksaan/verifikasi Berita Acara Hasil sebagai Pengganti
6 Undangan Pleno | setelah surat
pemenuhan  persyaratan  Calon ermintaan Pleno Antarwaktu KPU Kota
PAW p melakukan Klarifikasi
calon PAW ) )
L kebenaran informasi
diterima
masyarakat tersebut kepada
instansi terkait dan/atau
Calon Pengganti Antarwaktu
Staf Pelaksana Melakukan Input Surat
7 Dokumen Ke Dalam  Sistem Permintaan 60 Menit Dokumen terinput
Informasi Pengganti Antarwaktu Calon PAW dan dalam SIMPAW
(SIMPAW) Lampiran
Staf Pelaksana Menyiapakan Beritq
Acara Hasil dalam rangka — Arahan dan
8 |pemeriksaan/verifikasi Catatan Hasil 120 Menit Draft Berita Acara
pemenuhan persyaratan Calon Pleno
PAW
KPU Kota Menandatangani Beritq
9 Acara hasil pemeriksaan pemenuhan Draft Berita 60 Menit Berita Acara Hasil
persyaratan Calon PAW Acara Pleno
Staf Pelaks.lzinanas Meilylspkar.l tdan o N Surat Permintaan Palling Lambzlt-[l;'(epr;\i/zin}q‘pa'lan
10 |menyampaikan Sura ermin aanl isposisi/ 60 Menit LHKPN, Tanda aporan .arl
Laporan LHKPN Kepada Parta Arahan . sebelum batas akhir
o Terima Surat .
Politik penyampaian Calon PAW
Belum Sesuai
Jika Laporan LHKP belum
diterima sampai dengan batas
Staf Pelak: iapkan draft kt ka di ik
af Pelaksanana ‘menylap an dra I: Disposisi/ - Tanda Terima waktu, maka disampaikan
11 [Surat Penyampaian Nama Calo Arahan 60 Menit Surat dengan keterangan yang
PAW kepada DPRD Kota bersangkutan memenuhi
syarat setelah menyerahkan
tanda terima LHKPN

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Kepala Sub Bagian Melakukan| Disposisi dan

12 [pemeriksaan  kesesuaian  suraf] Draft Surat 15 Menit P
enyampaian Arahan

penyamp Sesuai

Staf Pelaksana Menyiapkan Surat

Penyampaian Calon PAW dan| — Arahan dan Draft Surat dan
13 |Dokumen Pendukung dan| Catatan Hasil 30 Menit Dokumen

disampaikan kepada Sekretaris Pemeriksaan Pendukung

Belum sesuai

Ze]]iretarls me(liakukan kPTngekcekan Draft Surat dan o -

14 dokumen an elengkapan Dokumen 15 Menit 151[;05:151 an
okumen. Pendukung rahan
Sesuai

Staf Pelaksana meminta paraf

koordinasi Sekretaris dan KPU Kota Draft Surat dan Surat Penyampaian
15 |terkait surat usulan calon PAW dan Dokumen 30 Menit dan Dokumen

Tanda Tangan Ketua KPU Provinsi Pendukung Pendukung

Menyampaikan Surat Kepada DPRD Surat Disampaikan Paling Lambat 5
16 Kota, ditembuskan kepadq Penyampaian 30 Menit Tanda Terima Hari sejak Surat Permintaan

Mendagri, DPW Parpol dan Fraksi dan Dokumen Surat Calon PAW dari Pimpinan

Pendukung DPRD Kota Diterima

https.//jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Standar Operasional Prosedur ini dilaksanakan oleh Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PR .':-";\ GAI KEPULAUAN
- Bagtal Teknis Penyelenggaraan Pemilu

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Nomor SOP

39/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

INFORMASI

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

5. Surat

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan|
Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisj
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Neger
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-
SD/01/KPU/I1/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilily
Berkelanjutan Tahun 2021.

Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-
SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketug
KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/I1/2021 perihal
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Memahami alur

Berkelanjutan.

Pemutakhiran

Data Pemilih |Minimal 2 Orang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Peringatan
Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi
Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional.

Pencatatan dan Pendataan

1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan pemutakhiran data pemilih
Berkelanjutan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur - KPU KPU »

EXD Provinsi | Kab/Eota | Dulkcapil | Persyaratan aktu Etvat
Melakukan sinkronisasi dan
menganalisa  Daftar  Pemilily ( ] Dokumen

1 |Pemilu/Pemilihan Terakhiy Daftar Pemilih 6 Bulan Dokumen DFB
dengan Data Konsolidasi Bersit o
Dukcapil
Menugaskan  KPU  Provinsi
untuk menginstruksikan KPU |

2 Kabup:ltunff}\uta . I Dokumen DPB 1 Hari Dokumen DPB
memutakhirkan Daftar Pemilih
berkelanjutan  yang sudah di
sinkronkan
Melakukan Rapat Koordinas Form Tanggapan dan
dengan stakeholder dan . Masukan masyarakat

3 - ; ; P y 3 Mingg -

" |menerima laporan dar Dokumen DFB | 3 Minggu terhadap pemutakhiran
masyarakat DB
Melakukan pencermatar .

tid )
terhadap laporan masyaraka Hak T orm i
anggapan da
yang masuk, jika elemer ‘:l m‘f']::tl;::; an

4 ]gnglﬁnp maka ,dl input ke masyarakat 3 Hari Form AB. DI'B
sidalih untuk dimasukkan kg t*]'i1 2da
dalam DPB jika tidak maka © t‘ k;."
akan diberikan ke Dukcapi PLMLII:J?‘B tran
untuk melengkapi elemen data
M Daf I lih =

- |Menyusun aftar "emili N - ) Y

5 Berkelanjutan (DPB) tj Form AB. DPB 1 Minggu BA dan Rekap DPB

6 |Menetapkan Rekap DPB | \ / BA dg:g”k‘“‘ 3 Hari BA dan Rekap DPB

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep
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Mengarsipkan dan|
menyampaikan Rekap DPB]
kepada KPU Provinsi dan KPU

RI untuk mengarsipkan dan D
menyampaikan Rekap  DPB
kepada KPU Provinsi untuk

direkap di tingkat Provinsi dan
KPU RI

BA dan Rekap

DPB 3 Hari BA dan Rekap DPB

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

ttd.

Nurul Huda

https./jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


LENOVO
Typewritten text
ttd.

LENOVO
Typewritten text
https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi nilai akuntabilitas kinerja
Satker.

Nomor SOP

40/ORT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negarg
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atag
Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instans
Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instans
Pemerintah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluas
AKkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komis:
Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemiliharn
Umum.

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisas
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariaf
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komis
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

SOP Penyusunan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai

pedoman teknis penyusunan.

1. Perjanjian Kinerja tahun anggaran sebelumnya.

2. Laporan Kinerja per sub bagian.
3. Pedoman teknis penyusunan.

Minimal 2 Orang

1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban/bahan laporan akuntabilitas kinerja satker.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

LMaf;JI:)l;iiSllz?:e;;ztUk menyusun | l Disposisi 30 Menit Disposisi
Dokumen
Perjanjian
Mengumpulkan bahan Disposisi 3 Minggu Kiiler]ja,
penyusunan Laporan Kinerja
Laporan
kinerja per
sub bagian
i Dokumer.l PKf
M.eny}lsun draft  Laporan > Ililioslrl? :; zf::] il 2 Minggu Draft
Kinerja . K Laporan
petunjuk teknis .
Kine
penyusunan Ha
Memverifikasi dan|
memberikan paraf draff v
Laporan Kinerja. Jika setuju
menyerahkan Laporan Kinerja — Draft Laporan 2 Hari ]Eif;lf:p(::n
kepada Sekretaris, jika tidak Kinerja tellal}ll g
setuju mengembalikan kepada T
Kepala Sub Bagian untuK A diverifikasi
diperbaiki
Memverifikasi dan| Draft Laporan
mengesahkan Laporan Kinerja Kinerja yang Laporan
jika tidak setujul ) lah 2 Hari Kinerja yang
mengembalikan ke  Kepaldg tidak di te '?‘k . sudah
Bagian untuk diperbaiki fvertiikast ditanda
Mengirimkan Laporan Kinerjg
kepada Inspektorat dan Birg D# Dokumen 1Jam Laporan
Perencanaan dan Organisas v Laporan Kinerja Kinerja
Setjen KPU RI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP

41/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

APLIKASI MONEV BAPPENAS (PP 39)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004,
Perencanaan Pembangunan Nasional.

tentang Sisten]

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatg
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencang
Pembangunan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisas
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum|
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat]
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1) Mampu mengoperasikan komputer. 2) Memahami
tata cara penginputan aplikasi PP 39 tahun 2006 secara

online.

2 Orang

Keterkaitan

Per

P

SOFP Aplikasi Monev Bappenas

1. Komputer.

2. Data Realisasi Anggaran.

3. RKA KL.
4. DIPA.
Pering; Pencat dan Pendata:
Apabila tidak dilaksanakan, akan dilakukan pemangkasan anggaran |1.Anggaran. 4. Waktu. 7. Cara Metode Pelaksanaan. 10. Perse psi/Pengendalian.

untuk tahun berikutnya.

2. Barang/Material.
3. Penerima Manfaat.

5. Lokasi.

8. Aparatur Pemerintah.

6. Desain Perencanaan/Konsep. 9. Stakeholder Terkait.

Pelaksana Mutu Baku
N Urai P d b Kett
° ratan Frosecur SeKretaris ;( o B [ Pelaksana Persyaratan Waktu Output G
erencanaan
Menugaskan Pelaksana Melakukan Data Dukung . . .
1 . / berupa Data 30 Menit Disposisi
Penginputan E-Monev Bappenas L
Realisasi Anggaran
. - . Dokumen
enyiapkan Data-Data Realisasi -Jaringan Internet . L
2 30 Menit Realisasi
Anggaran - Komputer
Anggaran
Melaksanakan Penginputan Pelaporan Pelaporan Triwulan
Realisasi/Capaian Fisik (Komponen ‘ -Realisasi Anggaran Keluaran dari kepada Bappenas
3 dan Rincian Output/RO) dan Anggaran -Jaringan Internet 1-2 Hari Pelaksanaan paling lambat 14 hari
Setiap Bulan ke dalam Aplikasi E-money -Komputer Kegiatan kerja setelah triwulanan
berakhir
Menelaah Pemantauan Pelaksanaan Pelaporan Data
R X R Konsep Laporan PP . L )
4 Hasil Pelaporan Entri Data Capaia . 39 1 Hari Realisasi sesuai
Fisik Komponen, RO dan Anggaran PP 39/2006
Menyajikan Data Realisasi Capaian l . Int "
5 Putput secara Fisik (Komponen RO “Jaringan Interne 30 Menit | Laporan PP 39
-Komputer
dan Anggaran
Menerima Penyampaian Hasil
6 Pelaksanaan Penginputan E-Monev Laporan PP 39 1Jam Laporan PP 39
Bappenas (PP 39) —
. ( ) Laporan PP 39
7 engarsipkan Data Laporan PP 39 N Laporan PP 39 1Jam dalam bentuk

dalam bentuk PDF atau Excel

PDF atau Excel

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP

42/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kemem:erianKemenkeu (SMART).
Negara/Lembaga

1. RKA KL.
2. DIPA.

SOP Aplikasi Monev Kemenkeu

Apabila tidak dilaksanakan, maka satker tidak dapat melakukan pengukuran
kinerja.

1. Anggaran.
2. Volume Kegiatan.

1. Mampu mengoperasikan komputer.
2. Memahami tata cara penginputan aplikasi Monev

APLIKASI MONEV KEMENKEU (S

Menugaskan  Pelaksana  Melakukan|
_ Data Dukung . . .
1 |Penginputan Monev Kemenkeu - 30 Menit Disposisi
Realisasi Anggaran
(SMART)
Menyiapkan Data Dukung Realisasi -]an‘ngan/ . Doku.me1‘1
2 Koneksi Internet 30 Menit Realisasi
Anggaran
-Komputer Anggaran
Melaksanakan Penginputan Realisasi -Realisasi Anggaran L Batas Waktu
. ) . |Realisasi Volume .
3 [Volume Keluaran (RVK) Setiap Bulan| -Jaringan Internet 1-2 Hari Keluaran Penginputan Tanggal
melalui Aplikasi Online SMART -Komputer 20 Bulan Berikutnya
. . Capaian Realisasi
Mengkoreksi Pelaksanaan Capaian .
4 oo Konsep SMART 1Hari |Volume Keluaran
Realisasi Volume Keluaran —
(RVK)
Menyajikan Data Realisasi Capaian -Jaringan Internet .
M L: MART
5 RVK -Komputer 30 Menit |Laporan S
Menerima Penyampaian Hasil
6 |Pelaksanaan Penginputan Money| Laporan SMART 1Jam |Laporan SMART
Kemenkeu (SMART)
Mengarsipkan Data Laporan SMART ( PDF L
7 |Viengarsipkan Data Lapora \: D Laporan SMART | 1Jam aporan
dalam bentuk PDF v SMART

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 43/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025
BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI Tgl Pengesahan |6 Agustus 2025

Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENATAAN WEBSITE

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1) Memahami system jaringan. 2) MenguasajMinimal 2 Orang
Keterbukaan Informasi Publik. pengoperasian _System aplikasi.  3)  Menguasa

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 202 Programer website.
tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

3. Surat Edaran KPU Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24
Oktober 2015 perihal penamaan Domain Website KPU|
Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Surat Ketua KPU RI Nomor 776/TIK.02-
SD/01/KPU/VII//2021 tanggal 30 Agustus 2021 periha
Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template daj
Konfirmasi email KPU di lingkungan KPU Provinsi/KIP Acel
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

SOP Penataan Website 1. Jaringan internet.
2. Komputer/Laptop.

Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada system 1. Laporan kondisi website terkini.
pemeliharaan jaringan website dan kurangnya informasi yang [2. Laporan inventarisasi permasalahan website/jaringan.
valid dan _update.

Memerintahkan  kepada staf
laks tuk Gambar,
1 [pelaksanaun ( > dokumentasi, 1 Hari Disposisi
mengumpulkan data-data . .
i K file, berita
dari sub bagian
Pengumpulan data-data (gambar) Gambar, mee:l

2 |dokumentasi, file, berita) dari sub :l dokumentasi, 1 Hari . pengoa. an

bagian file, berita informasi data

’ dan berita

Super Admin/Admin/ Operator

menambah/mengubah/

menghapus role baru, menu,

sub menu, content template Komputer, .
i tidak Proses editing

dan melakukan editing | Laptop,

3. . L 3 Jam informasi data
informasi berupa data- data jaringan dan beri
(gambar, dokumen, video) internet an berita
sebelum proses unggah data
dan informasi yang akan
ditampilkan pada website
Melakukan filtering informasi Komputer, Proses editing

4 terhadap data dan informasi Laptop, 3 Jam informasi data
(gambar, dokumen, video) jaringan dan berita
sebelum proses upload ya internet
f)upert Admm{lAd;m:a/ sz}iuter, Menghasilkan

5 perator 1.'nengung.ga a . a? op, 3 Jam informasi data
data dan informasi (gambar, jaringan .
dok ideo) int ¢ dan berita

okumen, video interne
- Rekap evaluasi
Melakukan evaluasi capaian/ ( ) - Info grafis

6 progress pengelolaan website Tabel irTst.rumen 1 Minggu kualil.:as,
secara berkala per bulan/ penilaian kuantitas,
semester - Upload, data

dokumen

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP

44/ORT.06/7207/2025

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENYUSUNAN PERJAN]JIAN KINERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negarg
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atag
Implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman|
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan|
Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1
Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemiliha
Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan|
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komis:
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum|
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum|
Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerjd
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umun]
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memahami penyusunan perjanjian kinerja sesuai pedoman Minimal 2 Orang

teknis.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan perjanjian Kinerja.

1. Pedoman teknis penyusunan.
2. Konsep perjanjian Kkinerja.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi nilai akuntabilitas
kinerja Satker.

1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja satker.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
Sekretaris Ka. Sub Bag Perencanaan Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Memerintahkan kepada| Dok
okumen
Kepala Bagian Perencanaan| ~— X X .
1 Data dan  Informasi untuk ( ) penduk}mg 30 Menit Disposisi
- . terkait
menyusun Perjanjian Kinerja
g/ler?ugask;n Kepala qu Dokumen
2 agla.n erencanaan .urll'u ; ; pendukung 30 Menit Disposisi
menyiapkan format Perjanjian .
. terkait
Kinerja
Menyusun format Perjanjiar
Kinerja dan mendistribusikar| Dokumen Format
3 |kepada  Sekretaris, Pejabal pendukung 1 Hari perjanjian
Eselon III, Eselon IV dan terkait kinerja
Pelaksana
Mer.lgh.l.mpun L konse.p Dokumen Konsep
4 Perjanjian Kinerja Sekretaris) endukun 3 Hari erianiian
Pejabat Eselon III, Eselon IV P . 8 P .] ].
terkait kinerja
dan Pelaksana
Mengoreksi konsep Perjanjian tidak Dokumen . Kc.)ns?p
5 Kineri N pendukung 1 Hari perjanjian
inerja yang telah terkumpul X M
terkait kinerja
Menyampaikan kepada Dokumen . Ko'ns?p
6 . pendukung 30 Menit perjanjian
Sekretaris . MU
terkait kinerja
Memparaf dokumen perjanjian
kinerja jika belum disetujui Dok K
maka kembali lagi kepada okumen O_ns_e_p
7 . pendukung 1]Jam perjanjian
Kepala Bagian Perencanaan| . S
. terkait kinerja
Data dan Informasi untuK
diubah
Mengakomodir  penyelesaian ya
penyusunan dan| Dokumen Dokumen
8 [penandatanganan dokumer| ; ; pendukung 2 Hari perjanjian
Perjanjian Kinerja Sekretaris terkait kinerja
Eselon III, IV dan Pelaksana
Mengarsipkan dan
r;ler.lya‘r‘npalkarlz . do]]zumedn @ Dokumen Dokumen
g |Ferjanian nerja epa' i pendukung 30 Menit perjanjian
Inspektorat dan Biro| - S
] terkait kinerja
Perencanaan dan Organisasj
Setjen KPU RI melalui Surel

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 45/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025

BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana

1.

2.

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahu
2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencang
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum|
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisas
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat]
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komis
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan|
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis|
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komis
Pemilihan Umum.

Memahami penyusunan Rencana Kerja. Minimal 2 Orang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan Rencana Kerja.

1. Renstra.

2. Rencana kegiatan per sub bagian.

3. DIPA.

4. Rincian kertas kerja.

5. Juknis DIPA Tahun Anggaran 2022.

6. Pedoman teknis penyusunan rencana kerja.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

Apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada efektifitas
pelaksanaan program anggaran dan kegiatan.

Akan mempengaruhi penilaian capaian kerja.

1. Estimasi kebutuhan belanja pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Pel

Uraian Prosedur
Sekretaris

laksana Mutu Baku
Keterangan
Liea, Gb 12k Pelaksana Persyaratan Waktu Output E
Perencanaan

Menugaskan Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi

Renstra, Juknis

untuk menyusun rencana Kkerja L ) DIPA, RKA, . . .
1 berdasarkan Renstra dan rencana 30 Menit Disposisi

rencana kegiatan per sub bagian kegiatan per

sub bagian

Memberikan disposisi kepada Dokumen
2 |kepala sub bagian perencanaan |::| pendukung 30 Menit Disposisi

untuk menyusun rencana kerja terkait

Menganalisis usulan rencana

kegiatan fiarl semlfa su.b bagian, Dokumen
3 serta hasil evaluasi dari rencana pendukung 3 Hari Draft rencana

kerja tahun anggaran |::| terkait kerja

sebelumnya untuk menyusun

rencana kerja

Melakukan koordinasi dengan

seluruh  sub  bagian untuk ’_:| Dokumen . Draft rencana
4 membahas draft program penduk}mg 3 Hari kerja

rencana kerja yang telah disusun va tidak terkait

Memverifikasi kesesuaian draft

rencana kerja dengan Renstra,

Juknis DIPA, RKA lalu memberi

paraf draft jika draft rencana

kerja sudah disetujui maka dapat Dokumen Rencana Kkerja
5 |langsung dicetak oleh penyusun tidak pendukung 1 Hari yang telah

rencana kerja, jika draft belum terkait diparaf

disetujui maka kembali lagi

kepada penyusun rencana Kkerja

untuk disusun ulang ya

Memverifikasi dan

menandatangani draft rencana

Kkerja, jika draft belum disetujui « Dokumen Rencana kerja
6 |[maka kembali lagi Kkepada pendukung 1 Hari yang telah

Kepala Bagian Perencanaan, terkait ditandatangani

Data dan Informasi untuk va

diubah

Dokumen

7 Mendokumentasikan dan

mengarsipkan dokumen rencana

pendukung 30 Menit Rencana kerja
V terkait

https.//jdih

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

ttd.

Nurul Huda

.kpu.go.id/sulteng/banggaikep



LENOVO
Typewritten text
ttd.

LENOVO
Typewritten text
https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Nomor SOP 46/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP REVISI ANGGARAN

Dasar Hukum

Kualifikasi P

1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
561/399/Dis.NAKERTRANS.6.ST/2021 tentang Upah Minimum Provinsi
Sulawesi Tengah.

3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021

.4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

1) Memahami tata cara revisi anggaran. 2) Mampu mengoperasikan
Aplikasi Revisi (SAKTI).

Minimal 2 Orang

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Keterl Peralatan/Per
SOP Revisi Anggaran 1. SBM.
2. Juknis DIPA.
3. PMK tata cara revisi anggaran.
4. Rincian Kertas Kerja.
5. Realisasi anggaran.
6. Aplikasi SAKTI
7. Data dukung.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi penyerapan anggaran. 1. Estimasi kebutuhan belanja pegawai.
2. Mempengaruhi persentase capaian realisasi anggaran. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
Sekretaris Ka. Sub Bag Perencanaan PPK Pelaksana Persyaratan Waktu Output
1 |Menerima usulan revisi anggaran ( — Surat usulan 30 Menit Disposisi
68 — revisi anggaran P
Menelaah surat usulan revisi anggarar
dari sub bagian dan memerintahkan
2 |kepada Kepala Sub Bagian Perencanaar| Matriks revisi 30 Menit Disposisi
untuk melakukan perincian dan|
perhitungan usulan revisi anggaran
Menganalisis usulan revisi anggaran dan
idak
menugaskan pelaksana untuk memproses i -
3 8 . 'p R ) P ) 4»|7—‘ Matriks revisi 1 Hari RKA sebelum
usulan revisi sesuai matriks usulan revis] sesudah
anggaran
4 Melaksanakan revisi anggaran melalui [ Matriks revisi 3 Hari RKA sebelum -
aplikasi revisi L jaringan internet sesudah
Menelaah  usulan revisi anggaran i . DIPA Konsep,
5 . Matriks revisi 3 Jam RKA sebelum -
berdasarkan realisasi anggaran
sesudah
DIPA Konsep,
RKA sebelum -
Menganalisa perubahan DIPA petikan|
o . . L. . sesudah,
6 |hasil input revisi dan kelengkaparn Matriks revisi 1 Hari
. . dokumen
usulan dokumen revisi tidak
pendukung
lainnya
Menerima konsep persetujuan usulan revisi
anggaran, dalam hal:
-Revisi anggaran berada dalam
kewenangan KPA, maka KPA dapat
menetlapkan Revilsi . POIK/DI.P.A ke DIPA Konsep,
Kanwil DJPb melalui aplikasi revisi RKA sebelum —
7 |- Revisi anggaran memerlukan N / Matriks revisi 1Jam sesudab,
persetujuan Eselon I, maka KPA dokumen
mengirimkan permintaan suraty pen@ukung
persetujuan revisi ke Eselon I lainnya
- Revisi anggaran berada dalam
kewenangan Eselon I, maka KPA
mengirimkan usulan revisi anggaran ke
Eselon I
DIPA Konsep,
RKA sebelum-
Proses usulan revisi dan upload dokumern sesudah Notifikasi revisi
8 |pendukung lainnya melalui aplikasi revisj | dok mel; 1Jam dari Kanwil
ul
DJPb
pendukung
lainnya
DIPA Konsep,
RKA sebelum - Monitori
9 Menerima notifikasi usulan revisi dari sesudah, 1 Hari ont 0”“5 X
Kanwil DJPb dokumen ari progressl rev‘151
by aplikasi
pendukung
lainnya
—r
10 Menerima DIPA Revisi dari DJPb ( ) DIPA Petikan, 2 Hari DIPA Petikan,
melalui aplikasi Revisi v ADK ADK

https://jdih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

ttd.

Nurul Huda

kpu.go.id/sulteng/banggaikep



LENOVO
Typewritten text
ttd.

LENOVO
Typewritten text
https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep


BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang
Nomor 7 Tahun 2023.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan|
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan|
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat]
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan|

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Umum Nomor

SOP Penyusunan Sakip

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
penggunggahan Keputusan akan terhambat dan masyarakat tidak
dapat mengakses informasi atau produk hukum.

Nomor SOP

%7/ORT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENYUSUNAN SAKIP

1) Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 2) Memiliki kemampuan dalam
menysuun dan menganalisis data kinerja.

o U WN H

. Renstra, Renja;
. Format Penyusunan SAKIP;

Dokumen Perjanjian Kinerja;
Data dan Informasi Capaian Kinerja;

. Laporan Realisasi Keuangan;
. Perangkat Komputer.

1.Indikator kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja.

Minimal 2 Orang

f i 10
1 |Memerintahkan dan mendisposisi @—— Disposisi Menit Disposisi
penyusunan SAKIP surat Surat
Membuat format pengumpulan data
2 |dan informasi kinerja kepada masing- Format
masing subbagian ¢ Penyusunan Format
SAKIP 4jam penyusunan
i* SAKIP
Menyampaikan format pengumpulan
3 data dan informasi Kkinerja kepadq P Format 5 Hari Format
masing-masing subbagian ens}g‘x;;xpn an penyusunan
SAKIP
4 Menghimpun format data dan + Format 4Jam Format
informasi kinerja dari masing-masing Penyusunan penyusunan
subbagian SAKIP SAKIP
Menganalisis dan mengevaluasi data Format 4 hari Format
5 |dan informasi kinerja yang telah penyusunan penyusunan
terkumpul SAKIP SAKIP
6 |Membuat Dokumen SAKIP Draft 3 Hari Draft SOP Renjadan
\ Laki
C SAKIP SAKIP P
Mengkoreksi Dokumen SAKIP Dokumen Dokumen SOP Renja dan
7 <><*—[_J SAKIP | 2Hari SAKIP Laikip
Dokumen Dokumen
2 jam SAKIP
Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada * SAKIP
8 |Sekretaris dan Komisioner untuk
memintakan persetujuan @
Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Dokumen Konsep
Sekretaris dan Komisioner kemudian v SAKIP 30 DI - SAKIP
diteruskan ke Kasubbag Perencanaan, Menit ISPO.SISI
9 |Data dan Informasi; persetujuam
dokumen
SAKIP
Membuat Surat Pengantar pengiriman|
sekaligus penomoran surat, kemudian| * Konsep Surat Surat
10| diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke l ] Pengantar 30 Pengantar
KPU Provinsi Sulawesi Tengah; Menit
11 [Mengantar Surat, menggandakan * Dokumen 1Jam Dokumen
dan mengarsipkan Dokumen SAKIP C] SAKIP SAKIP

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
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Standar Operasional Prosedur ini dilaksanakan oleh Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
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Nomor SOP

48/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Jumlah Pelaksana
1. UUNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.[1) Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan Minimal 2 Orang

2. PKPU No. 09 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemili

dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum|
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisas
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariaf]
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015 tentang
SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup
Komisi Pemilihan Umum.

informasi. 2) Mampu menangani pemohon dengan aktif. 3
Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer

Per

Pencatatan dan P

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

2. Laporan (Harian dan Bulanan)

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan

No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Ka. Sub Bag Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Pemohon informasi datang dengan| -I Kartu 1dent1.tas, Data pemohon Untuk pemohon
. . 1 akte notaris, . . .
mengisi  formulir  permohonan| . terisi, Pemohon | melalui surat, email,
1| . . . dokumen 10 menit . .
informasi atau melalui surat, email,| h memenuhi telp dan fax, formulir
pengesahan .
telpon, E-PPID syarat diisikan staf
P badan publik Y
Staf pelaksana menginformasikan| Data tersedia Data bukan termasuk
2 |kepada pemohon terkait informasi ‘ hardcopy/ 15 menit Tanda terima informasi dalam
yang diminta softcopy kategori dikecualikan
Staf pelaksana menginformasikan . Pemohon
3 | . . . 5 menit .
informasi yang dikecualikan terinfokan
Khusus untuk
Informasi Tahapan
ika inf . imoh idak .
Jika in or.mas.l yang dimohon tida . 10 hari kerja | 10 hari kerja dan Pem-11u P.PID
dapat diberikan langsung, desk Nota Dinas/ dan dapat dapat memberikan jawaban
* o o dene DS/ apranns | apernang 7 | b e vl
g ) 7 hari kerja hari kerja 3 hari kerja dan dapat
penghubung diperpanjang 2 hari
kerja selanjutnya
(Perki 1 Tahun 2019)
Pemohon menerima tanda Klasifikasi data Tanda terima I
K X R L Diberikan desk
terima/pemberitahuan tertulis yang dapat data/ . . .
5 O L L o ) informasi (offline),
apabila informasi bisa diterima ataul diberikan/ pemberi tahun . .
. . . surat/email (online)
tidak tidak tertulis
Desk informasi mengupdate| ‘ ‘ Update register
6 |register pelayanan informasi pelayanan
apabila telah selesai informasi
Data update Data layanan
7 |Supervisi kegiatan oleh Kasubag P y
pelayanan harian

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP

49/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.
2.

3.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PKPU No. 09 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang|
Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata|
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP|
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi
Pemilihan Umum.

1) Memiliki

kemampuan administrasi
informasi. 2) Mampu menangani pemohon dengan aktif.
3) Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.

dan pelayanan Minimal 2 Orang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi

Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer

Pencatatan dan F

Per

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan

2. Laporan (Harian dan Bulanan)

. Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
Pemohon | Sekretaris |Ka. Sub Bag | Pelaksana Persyaratan Waktu Output
Kartu identitas, Data pemohon
Pemohon informasi mengajukan akte notaris, . ‘p Suratjawaban yang
. terisi, Pemohon
1 |permohonan keberatan datang dok 10 menit . telah
. . memenuhi . .
dengan mengisi formulir keberatan pengesahan ditandatangani
. syarat
badan publik
Staf pelaksana menginformasikan|
. . . . Update nomor
nomor registrasi formulir keberatan Formulir . . .
2 . . - 15 menit registrasi
dan jangka waktu jawaban atag keberatan terisi formulir
keberatan sesuai UU KIP
Staf pelaksana menginformasikan .
. . . Formulir
nomor registrasi formulir keberatan
3 . . o keberatan
dan jangka waktu jawaban atag tersampaikan
keberatan sesuai UU KIP
Pejabat PPID menyampaikan| Nota Dinas/ Formulir
4 |formulir keberatan kepada atasan| Disposisi/ 1 hari keberatan
PPID Arahan tersampaikan
At PPID . b h — Jawaban Surat jawaban
5 K z;sant menjawab permohonan permohonan 1 hari yang telah
eberatan keberatan ditandatangani
. . . Update register Mak§ 30 .harl
6 Desk informasi menyampaikan surat iei <{ pelayanan kerja sejak
jawaban kepada pemohon informasi keberatan
diterima

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
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Nomor SOP

50/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota

SOP Pengurusan Administrasi Kepegawaian

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka surat akan terlambat sampai ke tujuan.

Tgl Pengesah 6 Agustus 2026
Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1. Alat Tulis.
2. Agenda.

1) Pendidikan Minimal SLTA. 2) Terampil.

Minimal 2 Orang

Menerima  surat beserta  dokumen|
pendukung (kenaikan pangkat, gaj
. . . Surat masuk
berkala, mutasi, disiplin pegawai beserta
1 |perubahan data pegawai, cuti, tugas/izin l } Kartu Disposisi| 15 Menit ese
. . N . L dokumen
belajar,  pensiun, dll) dari  uni duk
endukun;
kerja/satuan kerja dan  disampaikarn| p g
langsung kepada Kasubag SDM
Meneliti/memeriksa surat beserta Surat masuk Surat masuk
2 dokumen pendukung yang masuk dan e hasil penelitian 20 Menit hasil
menyampaikan kepada Sekretaris dan penelitian/peme
pemeriksaan riksaan kembali
Menindaklanjuti hasil
L . Surat masuk
penelitian/pemeriksaan berdasarkan| hasil Jiti Pali
ketentuan yang berlaku (menginpuf |4— I: asti penelitian a1ing . Dokumen
3 N I dan lambat 7 hari .
dalam aplikasi atau menyusun konsep R . Kepegawaian
pemeriksaan kerja
dokumen kepegawaian) untuk diproseg Kkembali
selanjutnya dan untuk ditindaklanjuti embatl

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang SPIL  Perubahan Kedua
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1739/SDM.06.3-04/2023 tentang Pejabat yang
berwenang Memberikan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menerima surat
permohonan cuti pegawai

Nomor SOP 51/ORT.06/7207/2025

TglPembuatan | 1 pgystus 2025

Tgl Pengesahan | ¢ Agustus 2025

Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP PENGAJUAN CUTI PEGAWAI

1) Memahami pengajuan permohonan cuti | Minimal 2 Orang
Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat yang
Berwenangmemberikan Cuti bagi Pegawai
Negeri Sipil.

2) Memahami batas waktu pengajuan permohonan
Cuti Pegawai Negeri Sipil

3) Mengetahui tugas dan fungsi gistem dan
procedur pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

SOP Pengajuan Cuti Pegawai Laptop, Printer dan Scanner, Odner, rekap Cuti Pegawai.

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy.

Surat 5 menit

l l Permohonan
Cuti

Kasubbag melakukan | Tidak
pemeriksaandan

Surat Permohonan 20 menit
Cutidan Rekap Cuti
Pegawai

mengecek permohonan
cuti pegawai dan rekap ——l}l I

cuti pegawai.

Kasubbag menyerahkan
surat permohonan  cuti \
pegawai kepada

Sekretaris untuk /
mendapatkan
persetujuan apabila tidak
disetujui maka diberikan
alasan pengangguhan
cuti pada formulir cuti.

Ya

A

Surat 30 menit Disposisi
Permohonan Cuti

Kasubbag  memberikan
arahan kepada staf Analis
Penegakan Disiplin dan
Sumber Daya Aparatur
untuk membuat
persetujuan izin dalam
bentuk formulir cuti.

Surat 60 menit Draft
Permohonan Formulir
] cuti, Cuti
Formulir Cuti

PNS

Kasubbag melakukan | Tidak

Formulir Cuti PNS 30 menit Formulir
Cuti

pemeriksaan dan | F

memberikan validasi
terhadap
surat ijin

Sekretaris menerima dan P Ya
menandatangani formulir /‘
cuti pegawai

Formulir Cuti PNS 30 menit Formulir
Cuti

Kasubbag hukum dan
Sumber Daya Manusia
memberikan arahan

Formulir Cuti PNS 30 menit Formulir
Cuti, Rekap
Cuti

kepada staf Analis
| |
Penegakan Disiplin dan

Pegawai

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

Nomor SOP

52/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENGELOLAAN MEDSOS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PKPU No. 09 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih|

3.

dan Partisipasi
Umum.

Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan|

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang|

Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun|

2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi|
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum|

Kabupaten/Kota..
Keputusan KPU Nomor

542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinas
Hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1) Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer 2)
Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan konten
kepemiluan. 3) Mengerti dan memahami cara menggunakan
media sosial. 4) Memiliki kemampuan dalam menggunakan
aplikasi produksi konten.

Minimal 2 Orang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengelolaan Medsos

Smartphone dan PC/Laptop dengan jaringan internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy .

No Uraian Prosedur Output
Komisioner Admin |Ka. Sub Sekretaris K Kelengkap Waktu
Bag
Membuat konsep konten|
caption/gambar/video untuk media 60 menit Soft copy konsep
1 social meliputi: Informasi
kegiatan/infografis/Pengumuman/
Publikasi informasi umum
. . Soft copy
Eonsgg dlsalmlpz'nkanl.k . 'kf'epa}da i Informasi 5 menit Soft copy konsep
5 as'u ag . melalui aplikasi jejaring > kegiatan /infografi
sosial media
s/Pengumuman/
Publikasi
informasi umum
Ya
Melakukan Kkoreksi atas konsep ISofft copy. 30 menit
3 dan/atau meneruskan konsep kepadaq Kegi n orr.nafg i Soft copy kpnsep ]
Sekretaris untuk memperoleh e%latan/ln ogratl yang telah disetujui
persetujuan melalui aplikasi jejaring s/ engumu@an/ Kasubbag
ial Publikasi
sosia informasi umum
\4
Melakukan koreksi atas konsep Soft (.:opy.yz.mg 30 menit Soft copy k.onse.p .
4|q telah disetujui oleh yang telah disetujui
an/atau meneruskan konsep kepadd |
L. . Kasubbag Kasubbag
Komisioner  untuk  memperoleh Tidak
persetujuan melalui aplikasi
Soft copy yang . Soft copy konsep
. . . . A 30 menit ) .
5 Komisioner memberikan persetujuan v telah disetujui ang telah disetujui
akhir konsep dan dikoreksi Komisioner
Artikel/Pengumuman/Bahan oleh Sekretaris
sosialiasi melalui Grup PPID agar
diketahui oleh seluruh Staf
5 it
Soft copy yang meni Soft copy kpnsep .
. . X oo yang telah disetujui
Hasil akhir konsep yang telah telah disetujui o
6|, . . : ) o oleh Divisi Parmas
disetujui selanjutnya disampaikan ke oleh Divisi dan SDM
Media Sosial Admin melalui aplikasi Parmas dan SDM
jejaring sosial
Mengunggah Konten Informasi 5 menit Konten terunggah
7 . - ) Soft copy . . .
. |kegiatan/infografis/Pengumuman/ di Media Sosial
Publikasi informasi umum ke sosial -Yang te.lah KpU Ka'bupaten
dikoreksi atau Banggai
media KPU Kabupaten Banggai disetujui Kepulauan
Kepulauan.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 53/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA | ™1yicahikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENGELOLAAN WEBSITE

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1) Menguasai Komputer. 2) Memahami Minimal 2 Orang
Informasi Publik. Ilmu Marketing. 3) Berkomunikasi Baik.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

5. Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU Tahun 2015
tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum.

SOP Pengelolaan Website 1. Komputer / Laptop;

2. Handphone Jaringan;

jaringan Internet

Tahapan/Kegiatan

1 Mengusulkan  Kebutuhan Data 15menit | Nota dinas
Publikasi Informasi Permintaan
Hukum Publikasi
O Informasi
Hukum
2 Menyampaikan  laporan \4 Laporan 30 menit
Kebutuhan Publikasi 1 Lisan dan
I—I> |—I>
Informasi Hukum | | | | Konten
Kebutuhan
3 . 30 menit | Kebutuhan di
Pemeriksaan Kebutuhan Y acc
Publikasi Informasi /
Hukum dengan \

Ya: proses dilanjutkan
Tidak : presos di tunda

4 Melakukan Penulusuran Peraturan 2 jam
Informasi terkait Konten Perundang-
yang dibutuhkan I i: undangn
terkait
5 Pengajuan Konten Li 15 menit
v isan,
Tulisan,
—H
6 Mendesain Konten y Konten 1 hari Draft konten
[ ]
7 Pemeriksaan Kesesuaian v Li 30 menit | Draft konten
Konten e Tlsﬁ m untuk
Ya: proses dilanjutkan 1 | Erlillasiiml diperbaiki

Tidak : perbaikan konten

8 Melakukan Publikasi ke Konten Final 15menit | Postingan
Media Sosial dan D sosmed dan
Website | web

9 Penyimpanan Arsip Link A4 Link aktif 15menit | Catatan link
Media Sosial dan Website o

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan
dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan
Pemilihan;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015
tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015
Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan

SOP Pengelolaan PPID

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy.

Nomor SOP 54/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025

Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP PENGELOLAAN PPID

1) Memiliki kemampuan administrasi dan | Minimal 2 Orang
pelayanan informasi. 2) Mampu menangani
pemohon dengan aktif. 3) Mengetahui informasi
kepemiluan dan kelembagaan

Informasi di Linikunian Komisi Pemilihan Umum.

Meja helpdesk pelayana, Formulir pelayanan,Petugas helpdesk pelayana,
Daftar informasi public, Mekanisme pelayanan, Jadwal pelayanan, Struktur
PPID;

dikecualikan. Desk menghubungi tim
penghubung berdasarkan Daftar

I Permohonan Informasi

1 Permohonan Informasi Formulir minimal 5 menit, Formulir
Menerima permohonan informasi permohon maksimal 3 hari bagi permohonan
dari pemohon informasi. Desk an informasi pemilu dan | informasi
pelayanan dapat langsung informasi pemilihan serta 10
memberikan informasi jika informasi hari bagi informasi
yang diminta adalah informasi yang lainnya, dapat
tersedia setiap saat, tidak termasuk diperpanjang 2 hari
dikecualikan atau berpotensi bagi informasi pemilu

dan pemilihan serta 7
hari bagi Informasi

Informasi Publik. lainnya dengan
alasan
2 Menghimpun dan  menyiapkan Perpanjangan 2 | Formulir minimal 5 menit, [ Data terkait yang
data sesuai DIP atau informasi hari bagi | permohon maksimal 3 hari bagi | diminta pemohon
kepemiluan tersedia, tidak v informasi an informasi pemilu dan | informasi
termasuk informasi yang pemilu dan | informasi pemilihan serta 10
dikecualikan dan  menyerahkan | Ipemilihan serta hari bagi informasi
kepada desk pelayanan 7 hari Dbagi lainnya, dapat
. informasi diperpanjang 2 hari
lainnya bagi informasi pemilu
dan pemilihan
serta 7 hari bagi
Informasi lainnya
dengan alasan
3 Menerima laporan tim pengubung Formulir 1 hari Formulir
dan menandatangani perpanjangan 7 permohon pemberitahuan
hari pemenuhan informasi. Jika an tertulis
menyetujui baik perpanjangan waktu informasi
maupun pemenuhan informasi, maka dan
PPID  menandatangani formulir I | pemberita
pemberitahuan tertulis dan ” huan
menyerahkan kepada desk tertulis
4 Menyampaikan pemberitahuan baik Formulir minimal 5 menit,
pemenuhan informasi atau pemberit maksimal 3 hari bagi Formulir
perpanjangan waktu pemenuhan ahuan informasi pemilu dan | pemberitahuan
informasi kepada pemohon. tertulis pemilihan serta 10 | tertulis dan data
dan data hari bagi informasi | informasi terkait.
. lainnya, dapat
informas X . .
O . . diperpanjang 2 hari
iterkait bagi informasi pemilu

dan pemilihan
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keberatan,

| PelaKsana Mutu BuKu
Uraian Prosedur Helpdesk -
PPID PPID Staf Sekretaris Kelengkapan v Output Keterangan

2 | Penanganan Keberatan

Formulir keberatan 1 hari Formulir
Menerima keberatan dari pemoho keberatan
1 |informasi dan menyampaikan kepaddq ( )
PPID.

2 (Menerima keberatan dari pemohon| Formulir keberatan| 1 hari Formulir
informasi dan menyampaikan kepadq keberatan
atasan PPID.

3 [Menyusun  konsep surat jawabar| Disposisi dan 1 hari Disposis
keberatan dan menyampaikan kepadq —> <> konsep jawaban
PPID. keberatan

4 [Menugaskan untuk memproses konsep Disposisi dan 30 menit Disposis
surat jawaban keberatan kepada kasubag. <\4 konsep jawaban

/ -~ keberatan
5 [Menugaskan untuk memproses konsep Disposisi dan 1jam Disposis
surat jawaban keberatan kepada staf. > E konsep jawaban
keberatan
Melaksanakan penyusunan konsep surat DISpOS_lSl dan 1jam Draftjawaban
konsep jawaban keberatan
jawaban keberatan dan menyerahkan L | I keberatan
kepada kasubag,
Memeriksa dan mengoreksi konsep surat DlSpos_lSl dan 1jam Draftjawaban
:F konsep jawaban keberatan
jawaban keberatan. Jika setuju selanjutnya Ld keberatan
menyerahkan kepada kabag.
Memeriksa dan  mengoreksi  hasi DlSpOS.lSl dan Zjam Draftjawaban
konsep jawaban keberatan
penyusunan konsep surat jawaban| keberatan
keberatan. Jika setuju menandatangani dan| «
menyerahkan kepada sekretaris, jika tidak A
setuju menyerahkan kepada kasubag
untuk diperbaiki.
. . . Formulir 1 hari Draftjawaban
Memeriksa dan  mengoreksi  hasil
8 \ 4 keberatan, keberatan
penyusunan konsep surat jawaban| <> disposisi dan
keberatan. Jika setuju menandatangani dan| konsep jawaban
keberatan
diserahkan kepada KPU Provinsi Riay
untuk ditandatangani, jika tidak setujul
menyerahkan kepada kabag untuk]
diperbaiki. Hasil dokumen surat jawaban|
didokumentasikan dan diserahkan kepadd
desk pelayanan melalui PPID.
Menyerahkan surat jawaban keberatan| DlSpOS.lSl dan 1 hari Suratjawaban
konsep jawaban keberatan
kepada desk pelayanan untuk keberatan
didokumentasikan dan diserahkan kepadal <>‘
pemohon informasi.
Menyerahkan surat jawaban keberatan| DISPOS,ISI dan 10 menit Suratjawaban
konsep jawaban keberatan
kepada pemohon informasi dan| keberatan
—rL ]
menugaskan staf untuk
mendokumentasikan surat jawaban|
keberatan,
Mendokumentasikan surat jawaban Formulir keberatan| 10 menit Suratjawaban
keberatan
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Mutu Buku

No Uraian Prosedur Helpdesk q
PPID PPID Sekretaris Kelengkapan Wi Output Keterangan

3 [Pengecualian Informasi

1 [Menentukan materi pelaksanaan pengujian| Disposisi dan 1 hari Formulir
konsekuensi informasi yang dikecualikan| materi pengujian keberatan
dan menugaskan Kasubag Teknis dan ' ' konsekuensi
Hupmas untuk memproses permohona
uji konsekuensi informasi.

2 |Menugaskan staf untuk menyiapkan surat Disposisi dan 1 hari Formulir
permohonan uji konsekuensi serta mater E materi pengujian keberatan
pelaksanaan pengujian konsekuensi| konsekuensi
berdasarkan arahan.

3 [Menyusun draft surat permohonan uji Disposisi dan 1 hari Disposis
konsekuensi serta materi pelaksanaan materi pengujian
pengujian konsekuensi berdasarkan konsekuensi
arahan.

4 |Memeriksa draft surat permohonan uj Disposisi dan 30 menit Disposis
konsekuensi serta materi pelaksanaan| e materi pengujian
pengujian  konsekuensi, jika  setujul L1 konsekuensi
membubuhkan paraf serta menyerahka A
kepada Kabag.

5 |Mengoreksi, memeriksa hasil penyusunan| Disposisi dan 1 jam Disposis
draft surat permohonan uji konsekuens Tidak materi pengujian
serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi
konsekuensi. Jika setuju, menandatangani
draft dan menyerahkan kepada Sekretaris
jika tidak setuju menyerahkan kepadal A Ya
kasubag untuk diperbaiki.

6 Mengoreksi draft surat permohonan uji DISP_OSISIdé,n 1jam Draftjawaban

materi pengujian keberatan
konsekuensi serta materi pelaksanaan| konsekuensi
pengujian  konsekuensi. Jika  setuju,|
_ Tidak vy
imenandatangani dan menyerahkan kepada
IKPU Provinsi Riau untuk ditandatangani,|
jika tidak setuju mengembalikan kepada
kabag untuk diperbaiki. Surat permohonan
uji  konsekuensi yang telah
ditandatangani diserahkan kepada kabag.
7 |Menyerahkan surat permohonan ujil Disposisi dan Ljam Draftjawaban
dokumen keberatan
konsekuensi kepada kasubag untuk di <> < permohonan uji
dokumentasikan dan disampaikan kepada| konsekuensi.
IKPU.
8 |Menyerahkan berkas dan dokumen Berkas dan 30 menit Berkas dan
dokumen dokumen
permohonan uji konsekuensi kepada staf permohonan uji permohonan
luntuk di dokumentasikan sertal E konsekuensi uji
konsekuensi
disampaikan kepada KPU.
9 Mendokumentasikan dan menyampaikan Berkas dan 1 hari Berkas dan
dokumen dokumen
berkas dan dokumen permohonan uji permohonan uji permohonan
konsekuensi kepada KPU. konsekuensi uji
konsekuensi

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan
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SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

Nomor SOP

55/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PELAYANAN INFORMASI BAGI DISABILITAS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 7 Tahun

2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang]
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun|
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum|

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariaf
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum)|

tentang Tugas, Fungsi,

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1) Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan
informasi. 2) Mampu menangani pemohon dengan
aktif. 3) Mengetahui informasi kepemiluan dan

kelembagaan.

Minimal 2 Orang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Informasi Bagi Disabilitas

Laptop, Printer dan Scanner, Odner, rekap Cuti Pegawai.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy .

. Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
Pemohon Desk Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi Informasi
Pemohon Informasi mengajukar| Surat Jam Kerja Daftar Informasi
permintaan informasi publik kepaddq Publik
KPU Kabupaten Boyolali melalui Pejabat
1 Pengelola Informasi dan Dokumentas
(PPID) baik tertulis (surat, suraf
elektronik, dan media lainnya) dan tidaK D -_'l |
tertulis, yang disampaikan secara
langsung maupun tidak langsung.
Desk Pelayanan Informasi menyerahkan Formulir 5 menit Daftar
formulir permohonan kepada pemohon Pemberitahuan Informasi
2 |dan memberikan pendampingan dan| ¢ Tertulis Publik
bantuan dalam pengisian form.
Pemohon Informasi mengisi formuli i‘tsﬁi‘;{;g;i’ 15 menit ng:;ir
dan menyerahkan fotocopy KTP, DesK X
3 ’ permohonan Informasi
Pelayanan Informasi mencatat dalam . . .
. . ) > > informasi Publik
buku register permohonan informasi dan 4 »
memeriksa Kkelengkapan administras
dan meneruskan kepada PPID.
Desk Pelayanan Informasi menyerahkan Form tanda 5 menit Daftar
4 |formulir permohonan kepada pemohon bukti Informasi
dan memberikan pendampingan dan ¢ ¢ Publik
bantuan dalam pengisian form.
Desk Pelayanan Informasi mengisi dan Data Paling lambat 10 Informasi
menyerahkan formulir pemberitahuan hari kerja, untuk Publik
5 |tertulis untuk disampaikan kepada informasi Tahapan
Pemohon Informasi: Pemilu PPID
a. Jika informasi tersebut dikuasai Desk memberikan
Pelayanan Informasi, maka Desk L, jawaban tertulis
Pelayanan Informasi dapat langsung A dalam waktu 2 hari
memberikan informasi atau ‘kerja d?n dapat .
menyarankan Pemohon Informasi untuk dlperpan]an_g 2 hari
membuka website resmi KPU Kota kerja selanjutnya
Pemohon Informasi mengisi formulir Surat Jawaban Paling lambat 10 Surat Keputusan
dan menyerahkan fotocopy KTP, Desk hari kerja sejak PPID tentang
6 |Pelayanan Informasi mencatat dalam Penolakan
buku register permohonan informasi ‘ :: . permo.holnar? Permohonan
dan memeriksa kelengkapan informasi diterima
dan dapat

administrasi dan meneruskan kepada
PPID.

diperpanjang 7 hari
kerja disertai alasan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP

56/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

SUMBER DAYA MANUSIA Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komis
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan|
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang]
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan|
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan|
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

SOP Maklumat Pelayanan Informasi

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

1) Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan [Minimal 2 orang
informasi. 2) Mampu menangani pemohon dengan aktif.
3) Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.

1. Daftar Informasi Publik;
2 .Mekanisme Pelayanan;
3. Jadwal Pelayanan;

4. Struktur PPID:

5. Alat Tulis;

6. Komputer.

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy .

Menyusun Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan Tentatif Konsep Maklumat  [Wajib: menggunakan bahasa
yang merupakan pernyataan Informasi Publik Pelayanan Informasi |[[ndonesia yang baik dan benar;
1 kesanggupan penyelenggara Publik imudah dipahami;
dalam melaksanakan pelayanan mempertimbangkan penggunaan
sesuai dengan ketentuan standar ( ) P bahasa yang digunakan penduduk
pelayanan yang baik setempat
Menetapkan Maklumat Konsep Maklumat Maklumat
2 |Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Tentatif Pelayanan
Informasi Publik Informasi Publik
Mengumumkan danl Maklumat Tentatif Pengumuman Penyebarluasan melalui: pjapan .
menyebarkan Maklumat Pelayanarl . Maklumat lpengumuman, laman resm} (webs¥te)
3 . X Informasi Publik Pelayanan IPPID dan/atau Badan Publik, media
Pelayanan Informasi Publik D‘_ﬁ Informasi Publik sosial PPID dan/atau Badan Publik,
dan/atau, aplikasi berbasis teknologi
informasi Penyebarluasan wajib:
imemperhatikan aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas,
paling sedikit dilengkapi dengan
audio, visual, dan/atau Braille

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan
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SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

Nomor SOP 57/ORT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan |1 Agustus 2025

Tgl 6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.

Kepegawaian dan Organisasi.

1) Mampu mengoperasikan komputer dan atau laptop.
2) Memahami peraturan dan ketentuan tentang
pengajuan ijin belajar. 3) Mengetahui tugas dan fungsi

Minimal 2 Orang

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariaf
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum|
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengajuan Izin Belajar

kepegawaian, cek list.

Laptop, Printer dan Scanner, Odner, Regulasi terkait pengajuan ijin belajar, dokumen

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy .

. Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Keterangan
Sekretaris Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Output
Sekretaris KPQ Kab. Banggai Kepulauan Surat Permohonan 10 Menit DiSpOSiSi
membuat dispo kepada Kasubbag Pengajuan jin Belajar
1 Hukum dan Sumber Daya Manusiq
untuk  menyusun konsep  surat
pengantar pengajuan ijin belajar PN§
setelah  menerima  surat masuK
permohonan pengajuan ijin belajar dar
PNS yang bersangkutan.
Kasubbag Hukum dan sumber Daya Disposisi, konsep 30 Menit [Draft Surat
Manusia menerima disposisi  dan v surat pengantar, pengantar
2 |memberi arahan kepada Staf pelaksang checklist dokumen Sekretaris KPU
untuk menyusun draft surat penganta pendukung. Kab.Banggai
dan membuat checklist dokumen o Kepulauan
pendukung pengajuan ijin belajar. perihal
Pengajuan ijin
Staf  pelaksana  menyusun  dan i Draft Sur:%t pengantar | 30 Menit  [Draft Surat
iapkan draft surat engantall Sekretaris KPU Kab. pengantar
3 |menviap _ peng Banggai Kepulauan Sekretaris KPU
Sekretaris KPU Kab. Banggai Kepulauan ihal Pengaiuan iiin kab. B ;
perihal pengajuan ijin belajar dilampir: p(;rl] a PNgSi‘l ) ap. anggal
dengan dokumen pendukung. eajar dengan Kepulauan
dilampiri perihal
Pengajuan ijin
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Tidak Draft Surat 10 Menit Draft Surat
4 |Manusia melakukan verifikasi danl pengantar [pengantar
validasi Surat pengantar Sekretaris KPU -~ < S;k?t;rls KP_U Sekretaris KPU
Kab. Banggai Kepulauan periha v Kepjla‘uainsgfilhal Kab.  Banggai
Pengjuan ijin belajar dan memeriksa Pengajuan ijin Kepulauan
belajar PNS dengan perihal
dilampiri Pengajuan ijin
Sekretaris memberikan pengesahan Draft Surat 10 Menit Surat
Surat pengantar Sekretaris KPU Kab. pengantar pengantar
5 Banggai Kepulauan perihal Pengjuan Sekretaris KPU Sekretaris KPU
ijin belajar. apabila terdapat Kab. Banggai Kab. Banggai
ketidaksesuaian maka dikembalikan Kepulauan perihal Kepulauan
untuk perbaikan. Pengajuan ijin perihal
Ya belajar PNS dengan Pengajuan ijin
dilampiri belajar PNS
dokumen dengan
pendukung seperti
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Surat pengantar . Surat pengantar
Manusia memberikan arahan kepada Sekretaris KPU Kab. 10 Menit Sekretaris KPU
6 |staf Staf Pelaksana untuk memindai dan Banggai Kepulauan Kab. Banggai
mengirimkan melalui email Sub Bagian > perihal Pengajuan Kepulauan
Sumber Daya Manusia KPU Provinsi ijin belajar PNS perihal
Sulawesi Tengah. dengan dilampiri Pengajuan ijin
dokumen pendukung belajar PNS
seperti dengan
Staf Pelaksana mengirimkan Surat pengantar i Arsip
7 |mengirimkan melalui email Sub Bagian Sekretaris KPU Kab. 10 Menit
Sumber Daya Manusia KPU Provinsi ~ Banggai Kepulauan
Sulawesi Tengah dan mengarsipkan v perihal Pengajuan
Surat pengantar Sekretaris KPU ijin belajar PNS
Kabupaten Banggai Kepulauan perihal dengan dilampiri
Pengjuan ijin belajar. dokumen pendukung
seperti
surat permohonan
PNS, SK

https.//jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan
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4.

MANUSIA

kat Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodesasi
Kenaikan Pang

SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA

Nomor SOP

58/0RT.06/7207/2025

Tgl Pembuatan

1 Agustus 2025

Tgl Pengesahan

6 Agustus 2025

Disahkan oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SOP

2)Memahami

kenaikan pangkat.
Kepegawaian dan Organisasi.

1) Mampu mengoperasikan komputer dan atau laptop.

PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

Minimal 2 Orang
peraturan dan ketentuan dalam proses
3) Mengetahui tugas dan fungsi

Laptop, Printer dan Scanner, Odner, Dokumen Kepegawaian, Data Nominatif
Kepegawaian, SIMPEG dan SIASN.

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy.

Staf Analis Penegakan Disiplin dan Sumber Daftar Nominatif 30 menit
Daya Aparatur memetakan dan Pegawai, Aplikasi
memonitoring pada aplikasi SIMPEG dan SIMPEG dan SIASN
SIASN Pegawai yang akan mendapatkan < :
kenaikan pangkat dan menyampaikan kepada
Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Dan Partisipasi Masyarakat Serta Sumber
Daya Manusia
Kasubbag melakukan pemeriksaan dan Rekapitulasi Pegawai 60 menit
melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi ] Negeri Sipil yang
untuk mengkonfirmasi syarat Kenaikan l I mendapatkan Kenaikan
Pangkat dan menyampaikan kepada staf Pangkat
untuk menyiapkan dokumen.
Staf Analis Penegakan Disiplin dan Sumber Ya Dokumen Pendukung 60 menit
Daya Aparatur menyusun dan menyiapkan v usulan Kenaikan
cek list dan arsip Keputusan CPNS/ PNS, SKP E Pangkat.
2 tahun Terakhir, SK JFU Terakhir, SK Jabatan
bagi struktural, ijazah terakhir.
Kasubbag melakukan verifikasi berkas Ya Dokumen Pendukung 60 menit
pegawai apabila terdapat P usulan Kenaikan
ketidaksesuaian atau dokumen belum - Pangkat.
lengkap maka dikembalikan untuk perbaikan | Tidak
atau dilengkapi.
Sekretaris memberikan pengesahan dan Tidak Dokumen Pendukung 30 menit
otentifikasi dokumen syarat-syarat usulan Kenaikan
pengajuan kenaikan pangkat apabila ada > Pangkat.
ketidaksesuaian atau dokumen belum
lengkap maka dikembalikan untuk perbaikan
atau dilengkapi.
Kasubbag memberikan petunjuk kepada staf Dokumen Pendukung usulan 60 menit
untuk memindai dokumen kenaikan pangkat & Kenaikan Pangkat yang telah
dan menyiapkan draft surat pengantar _I - di otentifikasi.
Kenaikan Pangkat.
Staf Analis Penegakan Disiplin dan Sumber Surat  Pengantar  Usulan | 30 menit
Daya Aparatur mengunggah data Kenaikan Pangkat, Dokumen
kepegawaian pada database kepegawaian dan o Pendukung usulan Kenaikan
surat pengantar ke KPU Provinsi. Pangkat yang sudah di
otentifikasi dalam bentuk.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 59/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN Tgl Pembuatan 1 Agustus 2025

SUMBER DAYA MANUSIA Tgl Pengesahan 6 Agustus 2025
Disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENGUSULAN PENSIUN

1 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1) Memahami administrasi Kepegawaian. 2( Mengetahu Minimal 2 Orang
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atasTupoksi ~Kepegawaian dan Organisasi. 3) Mampy
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawaimengoperamkan Komputer
Negeri Sipil.
SOP Pengusulan Pensiun 1 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
2 Jaringan Internet;
3. Flashdisk.
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy .

Menerima dan  Mencatat  usulan

permohonan pembuatan 5 menit o
Diterima surat
1 Surat permohonan
Permohonan
d
o
Meneliti h buata Tldak Berkas
eneliti permohonan pembuatan Permohonan 30 menit |Lengkapnya berkas
2 —4<> permohonan
'Ya
Mengetik konsep surat pengantar \ 4 Konsep surat
permohonan dll | _|4 usulan 30 menit Konsep surat
3 —
usulan
Menyerahkan konsep usulan ke atasan Ya Ya Ya Konsep surat 45 menit Terkoreksinya
4 untuk dikoreksi p Q_',Q—D<> konsep surat usulan
Tidak Tidak [Tidak
Surat usulan Tertandatanganinya
20 menit & Y
5 Menyerahkan usulan yang sudah surat usulan
diparaf atasan untuk ditandatangani .
pimpinan >
. . v S ! 10 menit Diterimanya surat
Mt?nglrlmkan l.lSulal:l tersebut sesuai urat usulan usulan oleh bagian
6 tujuan melalui bagian umum  dan umum dan
mengarsipkan surat ke dalam file terarsipnya di
kepe- gawaian D bag.kepegawaian

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Nomor SOP 60/0RT.06/7207/2025

BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN Tgl Pembuatan |1 Agustus 2025
SUMBER DAYA MANUSIA Tgl 6 Agustus 2025

Disahkan oleh [Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Nama SOP PENGAJUAN SATYALENCANA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Minimal 2 Orang

1) Memahami administrasi Kepegawaian. 2) Mengetahui

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas [Tupoksi Kepegawaian dan Organisasi. 3) Mampu
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai [mengoperasikan Komputer.
Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

SOP Pengajuan Satyalencana 1 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
2 Jaringan Internet;
3. Flashdisk.

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa softcopy/hardcopy .

10 menit Monitoring

. . . Aplikasi Pegawai
Memonitor daftar masa kerja pegawai

melalui aplikasi kepegawaian

Aplikasi Pegawai 1 jam Berkas usulan
Memonitor kelengkapan persyaratan di
2 |aplikasi pegawai dan mengecek arsip| v
KP, SK CPNS,SK PNS, SKP 2 tahun

terakhir, Karpeg, SK jabatan dan| :
kelengkapannya bagi pejabat struktural,|

atau menginformasi kepada pegawai
yang bersangkutan jika tidak ada

Mengumpulkan berkas kelengkapan Tidak Lembar disposisi 1 hari Berkas usulan

pemberian penghargaan dari aplikasi v
dan dari pegawai ybs jika di aplikasi

belum ada, dan membuat konsep surat| I__l <
usulan

Memverifikasi dan mengkoreksi data Tidak Lembar disposisi 1jam
4 |pegawai dan kelengkapan berkas usulan —T > <>

Ya

Berkas usulan terverifikasi

A

Mengkoreksi dan memberikan tanda 1jam Berkas usulan disetujui

5 tangan persetujuan pengajuan usulan
=<>

Ya

Meminta nomor surat keluar dan Buku register surat . Berkas usulan terkirim
L 30 menit
mengirimkan berkas usulan ke keluar

6 |Sekretaris KPU Provinsi | I

A

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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Standar Operasional Prosedur ini dilaksanakan oleh Bagian
Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada
Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

b

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SE TREALT KOMISI PEMILIHAN UMUM
; GGAI KEPULAUAN

Bagi
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